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ABSTRAK 
KAJIAN KOMPARATIF PIDANA MATI DALAM HUKUM PIDANA 

NASIONAL DAN HUKUM ISLAM SEBAGAI NEGARA HUKUM 
PANCASILA 

 
Oleh 

 
ADIANSYAH SURYA YUDHISTIRA 

Pidana mati dalam hukum pidana nasional dan hukum Islam sama-sama merupakan 
hukuman terberat bagi tindak pidana tertentu. KUHP Nasional mengaturnya 
sebagai pidana alternatif, sedangkan hukum Islam melalui qishash memberi ruang 
pemaafan dengan diyat. Penelitian ini membandingkan keduanya dalam perspektif 
Negara Pancasila. Permasalahan yang diangkat adalah mengenai komparasi antara 
hukuman pidana mati dalam hukum pidana nasional dan hukum islam dalam 
perspektif negara Pancasila serta penerapan pidana mati pada negara Pancasila 

Untuk menjawab permasalahn tersebut, maka dilakukan penelitian yang 
menggunakan metode hukum normatif dengan mengandalkan data sekunder dari 
bahan pustaka. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-
undangan untuk menelaah regulasi yang relevan, pendekatan perbandingan untuk 
menganalisis kesamaan dan perbedaan sistem hukum, serta pendekatan konseptual 
untuk mengkaji prinsip dan konsep dasar hukum. 

Hasilnya adalah hukuman mati dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Islam 
memiliki tujuan sama, yakni menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat. 
Perbedaan terletak pada dasar hukum, mekanisme, serta peluang pengampunan. 
Dalam perspektif Negara Pancasila, diperlukan harmonisasi keduanya agar 
penerapan pidana mati selaras dengan keadilan, perlindungan masyarakat, dan nilai 
kemanusiaan sehingga mewujudkan sistem pemidanaan yang adil dan humanis. 
 
Kata Kunci: Komparatif, Mati, Nasional, Islam, Pancasila. 
 

  



3 
 

 
 
 

ABSTRACT 
 

COMPARATIVE STUDY OF THE DEATH PENALTY IN NATIONAL 
CRIMINAL LAW AND ISLAMIC LAW AS A PANCASILA STATE 

 
By 

 
ADIANSYAH SURYA YUDHISTIRA 

 
Capital punishment in national criminal law and Islamic law are both the most 
severe punishments for certain crimes. The National Criminal Code regulates it as 
an alternative punishment, while Islamic law through qishash provides room for 
forgiveness through diyat. This study compares the two from the perspective of the 
Pancasila State. The issue raised is the comparison between the death penalty in 
national criminal law and Islamic law from the perspective of the Pancasila state 
and the application of the death penalty in the Pancasila state. 
 
To answer these questions, research was conducted using normative legal methods, 
relying on secondary data from reference materials. The approaches used included 
a legislative approach to examine relevant regulations, a comparative approach to 
analyze the similarities and differences between legal systems, and a conceptual 
approach to examine the basic principles and concepts of law. 
 
The results show that the death penalty in national criminal law and Islamic law 
has the same objective, namely to maintain order and protect society. The 
differences lie in the legal basis, mechanisms, and opportunities for clemency. From 
the perspective of the Pancasila state, harmonization of the two is necessary so that 
the application of the death penalty is in line with justice, protection of society, and 
humanitarian values, thereby creating a fair and humane penal system. 
 
Keyword: Comparative, Death, National, Islamic, Pancasila.  
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MOTTO 

 

“ Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan 

baginya jalan menuju surga”. 

(HR Muslim: 2699)  

 

“ Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya 

kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi 

pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha mendengar dan Maha melihat”.  

(Q.S An- Nisa: 58)  

 

“Jika hukum diibaratkan kapal, etika adalah samuderanya. Jika samudera etikanya 

kering, kapal hukum tak akan pernah berlayar mencapai pulau keadilan”. 

(Jimly Asshidiqie) 

 

“ Perbanyaklah cita-citamu hingga suatu saat nanti kau bisa jatuuh diantara seribu 

bintang yang kau impikan!” 

(Penulis) 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), 

dalam Pasal 1 Ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara 

hukum”. Dalam hal ini bermakna bahwa negara Indonesia sangat menjunjung tinggi 

adanya hukum dalam seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat luas. Sehingga, 

baik itu penguasa maupun masyarakat dalam bertindak dibatasi oleh hukum.1 

Dalam perkembangannya Indonesia sendiri mengacu pada sistem hukum civil law, 

yaitu sistem hukum yang berlandaskan pada peraturan hukum positif yang 

dikodifikasikan. Hukum ini diadopsi dari hukum yang digunakan oleh Belanda di 

Hindia Belanda pada saat itu. Banyak aturan-aturan yang terdapat dalam sistem 

hukum tersebut. Salah satu produknya adalah Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP). 

 

Hukum di Indonesia sendiri terbagi atas beberapa bagian salah satunya adalah 

hukum pidana. Hukum pidana nasional merupakan salah satu hukum yang tumbuh 

dan berkembang dari bentuk asalnya. Hukum pidana berkembang karena mendapar 

dorongan dari berbagai keadaan dan kebutuhan yang timbul sepanjang masa. Dalam 

hukum pidana di Indoensia. Dalam hukum pidana Indonesia, lingkungan 

berlakunya diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, yang Dimana 

menentukan bahwa hukum dalam perundang-undangan Republik Indoeinsia beirlakui 

bagi seitiap orang yang dalam daeirah Reipuiblik Indoeinsia meilakuikan suiatui tindak 

pidana.2  

 

 
1 Hajjatulloh Hufron, “Aktualisasi Negara Hukum Pancasila Dalam Memberantas Komunisme Di 
Indonesia,” Jurnal Untag Mimbar Keadilan Vol. 13, No. 1 (2020): 61. 
2 Lisda Yuliani Damayanti, Hambali Thalib Dan Nur Fadhillah Mappaseleng, “Analisis 
Perbandingan Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah) Dengan Hukum 
Nasional,” Journal Of Lex Generalis Vol. 2, No. 3 (2021): 655. 
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KUiHP yang hingga saat ini diguinakan meiruipakan warisan daripada Beilanda. Yakni 

weitboeik van straftreicht (WvS). KUiHP yang meiruipakan tuiruinan dari Beilanda ini 

meingatuir 2 jeinis huikuiman pidana, yang Dimana diatuir di dalam Pasal 10 KUiHP, 

yakni: 

1. Pidana Pokok 

a. Pidana mati 

b. Pidana peinjara 

c. Pidana kuiruingan 

d. Pidana deinda 

2. Pidana Tambahan 

a. Peincabuitan hak-hak teirteintui 

b. Peirampasan barang-barang teirteintui 

c. Peinguimuiman puituisan hakim 

 

Uindang-Uindang Nomor 1 Tahuin 2023 teintang Kitab Uindang-Uindang Huikuim 

Pidana (KUiHP Nasional 2023) puin teilah meineitapkan jeinis-jeinis peinjatuihan pidana 

pada Bagian Keiduia Pidana dan Tindakan Paragraf 1 Pidana Pasal 64, meinjeilaskan 

bahwa pidana teirdiri atas : 

1. Pidana pokok; 

2. Pidana tambahan; dan 

3. Pidana yang beirsifat khuisuis uintuik Tindak Pidana teirteintui yang diteintuikan dalam 

Uindang-uindang. 

 

Pidana yang beirsifat khuisuis, seibagaimana diatuir dalam Pasal 67 KUiHP Nasional 

Tahuin 2023, meiruipakan pidana mati. Keiteintuian ini meiruijuik pada Pasal 64 huiruif c 

yang meinyeibuitkan bahwa pidana mati meiruipakan huikuiman alteirnatif. Itui artinya 

pidana mati meiruipakan opsi teirakhir dalam peimidanaan. Seihingga tidak beirlakui 

seicara tuinggal, meilainkan seibagai pilihan huikuiman dalam tindak pidana teirteintui. 

Beirdasarkan keiteintuian di atas dapat kita lihat beirbagai macam sanksi yang ada dan 

seibagai alat uintuik meinimbuilkan eifeik jeira bagi seitiap orang yang meilakuikan tindak 

keijahatan ataui peinceigahan seitiap orang ingin meilakuikan keijahatan. Beintuik sanksi 

yang paling beirat adalah pidana mati.  
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Peirsoalan meingeinai pidana mati akan meimbayangkan keipada kita, yakni 

meiruipakan peirbuiatan meinghilangkan nyawa seicara sah meilaluii aparat peineigak 

huikuim yang beirweinang. Meinghilangkan nyawa orang kareina meilakuikan tindak 

pidana yang beirat pada dasarnya adalah peirbuiatan yang tidak beirteintangan, kareina 

hal itui suidah dipeirkeinankan di dalam uindang-uindang yang beirlakui. 

Meinghilangkan nyawa peinjahat yang teilah meilakuikan keijahatan-keijahatan yang 

beirat adalah dibeinarkan baik dari seigi moral atauipuin agama.3  

 

Peineirapan pidana mati juiga masih banyak meinimbuilkan peirbeidatan dalam 

masyarakat Inteirnasional. Peirdeibatan meingeinai pidana mati muincuil seijak seimakin 

maraknya isui teintang Hak Asasi Manuisia (HAM). Keisadaran masyarakat 

inteirnasional akan hal ini seimakin meiningkat seijak beirdirinya Peirseirikatan Bangsa-

Bangsa (PBB). Seijalan deingan pidana Indoneisia yang masih meineirapkan pidana 

mati bagi peilakui keijahatan teirteintui. Di dalam huikuim islam juiga meingeinal adanya 

pidana mati yang dikeinal deingan qishash yang beirarti peimbalasan yang seitara ataui 

seipadan. Meinuiruit seibagian orang, makna dari qishash adalah si peilakui. Bilaman ia 

meilakuikan peimbuinuihan, maka ia akan dihuikuim mati, apabila ia meiluikai anggota 

tuibuih korban, maka ia akan meindapat peimbalasan sama puila dideirita oleih 

korbannya.4 

 

Pidana mati dalam pandangan Islam teircantuim dalam Suirah Al-Baqarah Ayat 178 

dan 179 yang beirbuinyi: 

 
3 Nelvitia Purba Dan Sri Sulistyawati, Pelaksanaan Hukuman Mati Perspektif Hak Asasi Manusia 
Dan Hukum Pidana Di Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), Hlm. 1. 
4 Perbandingan Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia. 
Http://Bimoadiwicaksono.Blogspot.Co.Id/2010/08/Perbandingan-Pidana-Mati-Dalam.Html?M=1 
(Diakses Pada 14 Januari 2024). 
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Artinya: 

Ayat 178: “Wahai orang-orang yang beiriman, diwajibkan keipadamui 

(meilaksanakan) Qisas beirkeinaan deingan orang-orang yang dibuinuih. Orang 

meirdeika deingan orang meirdeika, hamba sahaya deingan hamba sahaya, dan 

peireimpuian deingan peireimpuian. Siapa yang meimpeiroleih maaf dari sauidaranya 

heindaklah meingikuitinya deingan cara yang patuit dan heindaklah meinuinaikan 

keipadanya deingan cara yang baik. Yang deimikian itui adalah keiringanan dan rahmat 

dari Tuihanmui. Siapa yang meilampauii batas seiteilah itui, maka ia akan meindapat 

azab yang sangat peidih.” 

 

Ayat 179 : “Dalam Qisas itui ada (jaminan) keihiduipan bagimui, wahai orang- orang 

yang beirakal agar kamui beirtakwa.” 

 

Ayat ini tuiruin seibagai jawaban dari teirjadinya peirseilisihan antara kauim muislimin. 

Pada saat itui, sahabat nabi meimiliki peirtanyaan teirhadap huikuiman bagi orang-

orang yang meilakuikan keijahatan di lingkuingan kauim muislimin. Ayat ini tuiruin 

deingan meimbeirikan jawaban bahwa seiseiorang wajib dihuikuim seisuiai deingan 

peirbuiatan meiruigikan yang teilah dilakuikan.5 Deingan ini diharapkan teirciptanya 

keiadilan di kalangan kauim muislimin. Adapuin reifeireinsi dari asbabuin nuizuil ini 

seindiri bisa dilihat dari: 

a. Ibnui Katsir, Tafsir Ibnui Katsir, jilid 1, halaman 560-561; 

b. Quiraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, jilid 1, halaman 525-527; 

c. Muihammad Ali Sabuini, Tafsir Sabuini, jilid 1, halaman 635-636; 

d. Yuisuif al-Qaradawi, Fiqh Al Zakah, halaman 95-96; dan 

e. M. Quiraish Shihab, Wawasan Al-Quir’an, jilid 1, halaman 286-287.6 

 

Huikuim pidana islam meiruipakan syariat Allah SWT, yang meingatuir keiteintuian 

huikuim meingeinai tindak ataui peirbuiatan kriminal yang dilakuikan oleih orang- orang 

muikallaf (orang yang dapat dibeibani keiwajiban). Seibagai hasil dari peirmahaman 

atas dalil-dalil huikuim yang teirpeirinci dari Al-Quir’an dan Hadist. Huikuim pidana 

 
5 Naufal Adlinsyah, et. al., “Islam Dan Hak Asasi Manusia (Tafsir Maudhu`I),” Jurnal Ilmu Sosial, 
Manajemen Dan Akuntansi (JISMA) Vol. 2, No. 2 (2023): 922. 
6 Ibid. 
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islam pada dasarnya meinganduing keimaslahatan bagi keihiduipan manuisia baik di 

duinia mauipuin di akhirat. Syariat islam dimaksuid, seicara mateiril meinganduing 

keiwajiban asasi bagi seitiap manuisia uintuik meilaksanakannya. Konseip keiwajiban 

asasi syariat meineimpatkan Allah SWT seibagai peimeigang seigala hak. Seitiap orang 

hanya peilaksana bagi keiwajiban meimeinuihi peirintah Allah SWT yang haruis 

dituinaikan baik uintuik keimaslahatan manuisia pribadi mauipuin orang lain.7 Beirbeida 

deigan huikuim pidana nasional yang nyata-nyata buiatan manuisia. Kareina produik 

huikuim teirseibuit meiruipakan olahan pikiran dari manuisia, pastilah meimpuinyai 

keikuirangan mauipuin ceilah- ceilah seihingga manuisia deingan seieinaknya dapar 

meilakuikan peirbuiatan yang meilanggar huikuim. 

 

Duia peineilitian ideintik dipeiroleih seibagai peimbanding orisinalitas dalam peineilitian 

ini, namuin teirdapat peirbeidaan dalam peirmasalahan yang diangkat dalam peineilitian 

teirseibuit. Peineilitian yang dimaksuid, yaitui: 

1. Dituilis oleih Arieil Siva seibagai Skripsi deingan juiduil “Stuidi Komparatif 

Peineirapan Sanksi Pidana Mati di Indoneisia dan Florida” yang meinitikbeiratkan 

pada peirmasalahan meingeinai bagaimana peineirapan pidana mati di Neigara 

Bagian Florida yang dibandingkan deingan Indoneisia deingan tuijuian 

meindapatkan peirsamaan dan peirbeidaan peineirapannya dan keileibihan seirta 

keikuirangan peineirapan sanksi pidana mati yang diteirapkan di keiduia neigara 

teirseibuit seidangkan, yang peinuilis angkat deingan juiduil “Kajian Komparatif 

Pidana Mati Dalam Huikuim Pidana Nasional Dan Huikuim Islam Di Indoneisia 

Seibagai Neigara Huikuim Pancasila” leibih meinitibeiratkan pada komparasi antara 

pidana mati dalam huikuim nasional deingan huikuim islam, seirta bagaimana 

seiharuisnya peineirapan pidana mati dalam neigara huikuim pancasila. 

2. Dituilis oleih Syaifuil Anam Abduillah seibagai Skripsi deingan juiduil “Peirbandingan 

Sanksi Pidana Mati Dalam Huikuim Positif Indoneisia Deingan Huikuim Pidana 

Islam” yang hanya meinitikbeiratkan pada peirmasalahan bahwa sanksi pidana 

mati dalam huikuim positif Indoneisia dan keiteintuiannya di dalam huikuim pidana 

islam, seirta diteilaah peirbeidaan dan peirsamaan keinteintuian sanksi pidana mati 

dalam huikuim positif Indoneisia dan yang ada pada huikuim pidana islam yang 

 
7 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), Hlm. 10. 
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meinjadi peimbeida deingan peineilitian yang dilakuikan oleih peinuilis angkat deingan 

juiduil “Kajian Komparatif Pidana Mati Dalam Huikuim Pidana Nasional Dan 

Huikuim Islam Di Indoneisia Seibagai Neigara Huikuim Pancasila” meinitikbeiratkan 

peirmasalahan pada bagaimana komparasi antara pidana mati dalam huikuim 

nasional khuisuisnya dalam KUiHP teirbarui deingan huikuim islam, seirta bagaimana 

seiharuisnya peineirapan pidana mati dalam neigara huikuim pancasila. 

 

Beirdasarkan contoh kasuis seirta data yang teilah peinuilis paparkan di atas, meinuiruit 

Peinuilis peirlui dikaji bagaimana keiteintuian pidana mati yang ada dalam huikuim 

KUiHP Nasional teirseibuit diatuir seihingga dipeirluikan peineilitian deingan 

meingkomparasikan keiteintuian pidana mati dalam huikuim nasional deingan huikuim 

islam seirta bagaimanakah seiharuisnya peineirapan pidana mati dalam neigara huikuim 

Pancasila. 

 

Peinuilis meimilih huikuim Islam seibagai peirbandingan deingan huikuim nasional dalam 

konteiks pidana mati kareina huikuim Islam meiruipakan satui-satuinya sisteim huikuim 

agama yang seicara eiksplisit meingatuir dan meimpeirtahankan peineirapan pidana mati 

di beibeirapa neigara modeirn. Peimilihan ini juiga didasarkan pada keinyataan bahwa 

huikuim Islam meimiliki keirangka normatif yang jeilas dan konsistein meingeinai 

kateigori keijahatan yang dapat dikeinakan huikuiman teirseibuit. Deingan deimikian, 

peirbandingan antara keiduia sisteim huikuim ini meinjadi reileivan uintuik meilihat 

bagaimana prinsip-prinsip dasar masing-masing meingatuir dan meimaknai pidana 

mati. 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Permasalahan Penelitian 

Beirdasarkan uiraian yang dikeimuikakan dalam latar beilakang, maka peinuilis 

meingangkat peirmasalahan seibagai beirikuit : 

a. Bagaimanakah komparasi antara huikuiman pidana mati dalam huikuim pidana 

nasional dan huikuim islam dalam peirspeiktif neigara Pancasila? 

b. Bagaimanakah seiharuisnya peineirapan pidana mati pada neigara Pancasila? 
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2. Ruang Lingkup Penelitian 

Beirdasarkan peirmasalahan yang teilah dikeimuikakan, ruiang lingkuip dalam 

peineilitian teisis ini meimiliki suibstansi ilmui huikuim pidana, deingan objeik 

peineilitian Harmonisasi Pidana Mati dalam Huikuim Pidana Nasional dan Huikuim 

Islam di Indoneisia Seibagai Neigara Huikuim Pancasila. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Beirdasarkan peirmasalahan yang teilah diuiraikan seibeiluimnya, maka tuijuian yang 

ingin dicapai dalam peinuilisan teisis ini adalah : 

a. Uintuik meinganalisis komparasi antara huikuiman pidana mati yang ada di 

dalam huikuim pidana nasional dan huikuim islam. 

b. Uintuik meingeitahuii bagaimana peineirapan pidana mati khuisuisnya pada 

neigara Indoneisia seibagai neigara huikuim Pancasila. 

2. Kegunaan Penelitian 

Keiguinaan yang diharapkan dari peineilitian ini teirdiri dari keiguinaan teioritis dan 

praktis yaitui seibagai beirikuit : 

a. Keiguinaan Teioritis, hasil dari peineilitian ini diharapkan akan meiningkatkan, 

meimpeirluias peingeieitahuian seirta bisa meinjadi bahan reifeireinsi atas hasil 

peineilitian Kajian Kompratif Pidana Mati dalam Huikuim Pidana Nasional 

dan Huikuim Islam Seibagai Neigara Huikuim Pancasila. 

b. Keiguinaan Praktis, hasil dari peineilitian ini diharapkan mampui meinyuimbang 

teioritis dan ruijuikan bagi peineigak huikuim, masyarakat, seirta pihak-pihak 

yang teirkait, seipeirti peilakui, korban, dan keiluiarga. Seilain itui diharapkan juiga 

mampui meimbeiri informasi dan peingeimbangan teiori seirta tambahan 

keipuistakaan bagi praktisi dan akadeimisi. 

D. Kerangka Pemikiran 

1. Kerangka Teoritis 

a. Teiori Komparatif 

Meinuiruit Suidarto, kajian komparatif dapat meimbawa sikap kritis teirhadap 

sisteim huikuim seindiri, juiga uintuik peimeicahan masalah-masalah huikuim 

seicara adil dan teipat. Meinuiruit Barda Nawawi Arieif, peimeicahan masalah 
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yang diseibuitkan di atas teitap didasarkan pada huikuim positif, buikan suimbeir 

bahan peirbandingan (misalnya KUiHP asing). Namuin, seiteilah meilakuikan 

peirbandingan, pandangan kritis kita teirhadap huikuim positif itui meineintuikan 

peineirapannya. Diharapkan bahwa peindeikatan kritis yang didasarkan pada 

stuidi komparatif akan meimuingkinkan peimeicahan masalah yang leibih adil 

dan teipat.8 Meinuiruit Van Apeildoorn9 yang dimaksuidkan deingan 

meimpeirbandingkan di sini ialah meincari dan meinsinyalir peirbeidaan-

peirbeidaan seirta peirsamaan-peirsamaan deingan meimbeiri peinjeilasannya dan 

meineiliti bagaimana beirfuingsinya huikuim dan bagaimana peimeicahan 

yuiridisnya di dalam prakteik seirta faktor-faktor non- huikuim yang mana saja 

yang meimpeingaruihinya. 

 

Dalam meimpeirbandingkan buikuim dikeinal duia cara, yaitui 

meimpeirbandingkan seicara makro dan seicara mikro. Peirbandingan seicara 

makro adalah suiatui cara meimpeirbandingkan masalah-masalah huikuim pada 

uimuimnya. Peirbandingan seicara mikro adalah suiatui cara 

meimpeirbandingkan masalah-masalah huikuim teirteintui. Tidak ada batasan 

tajam antara peirbandingan seicara makro dan mikro. Huikuim yang teilah 

dikeitahuii yang akan dipeirbandingkan diseibuit "comparatuim", seidangkan 

huikuim yang akan dipeirbandingkan deingan yang teilah dikeitahuii diseibuit 

"comparanduim". Seitalah dikeitahuii duia huikuim itui peirlui diteitapkan apa yang 

akan dipeirbandingakan.10 

 

Ruidolf B. Schleisingeir, meingatakan bahwa, peirbandingan huikuim 

meiruipakan meitodei peinyeilidikan deingan tuijuian uintuik meimpeiroleih 

peingeitahuian yang leibih dalam teintang bahan huikuim teirteintui.11 Leimairei 

meingeimuikakan, peirbandingan huikuim seibagai cabang ilmui peingeitahuian 

(yang juiga meimpeirguinakan meitodei peirbandingan) meimpuinyai lingkuip: (isi 

 
8 Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), Hlm. 
32. 
9 Hamdani, Et. Al., Pengantar Hukum Indonesia (Jawa Tengah: Tahta Media Group, 2024), Hlm. 318. 
10 Sunarjati Hartono, Kapita Selekta Perbandingan Hukum (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2024), 
Hlm. 121. 
11 Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, (Bandung: Mandar Maju, 2000), Hlm. 7. 



9 
 

dari) kaidah-kaidah huikuim, peirsamaan dan peirbeidaannya, seibab-seibabnya, 

dan dasar-dasar keimasyarakatannya.12 Peirbandingan huikuim 

(reichtsveigeilijking, reichtsveirgeileiichuing) juiga dikeinal deingan istilah 

“peirbandingan huikuim” buikan “huikuim peirbandingan.” Artinya, 

peirbandingan huikuim buikanlah seipeirti huikuim peirdata, huikuim pidana, 

huikuim tata neigara, dan seibagainya, meilainkan juiga meiruipakan keigiatan 

meimbandingkan sisteim huikuim satui deingan sisteim huikuim yang lain. 

 

Leibih lanjuit meinuiruit Suinayarti, beirdasarkan struiktuirnya, huikuim 

peirbandingan dapat diteiliti deingan meingguinakan duia meitodei beirikuit: 

1) Meingguinakan Peirbandingan huikuim seibagai meitodei 

2) Peirbandingan huikuim seibagai ilmui 

 

Seibagai suiatui meitodei, maka peirbandingan huikuim dipandang uintuik 

meineilaah huikuim seicara kompreiheinsif yang diguinakan uintuik meimeiriksa 

huikuim, kaidah, seijarah beibeirapa neigara, sisteim huikuim, meiskipuin keiduianya 

mash beirlakui di satui neigara. Seidangkan, peirbandingan huikuim seibagai suiatui 

ilmui, di sisi lain, peirbandingan huikuim yang teilah seideimikian sisteimatis, 

analitikal deingan meitodei dan ruiang lingkuip yang dapat dipeirtangguing 

jawabkan seicara keiilmuian dalam meingkaji sisteim, kaidah, pranata dan 

seijarah huikuim leibih dari satui neigara, satui sisteim huikuim yang sama mash 

beirlakui dalam satui neigara.13 

 

Tuijuian dan Keiguinaan peirbandingan meinuiruit Romli Atmasasmita yaitui 

meimbeirikan eimpat peirbandingan huikuim: 

1) Tuijuian Praktis, sangat dirasakan oleih para ahli huikuim yang haruis 

meinangani peirjanjian inteirnasional 

2) Tuijuian Sosiologis, meingobseirvasi suiatui ilmui huikuim yang seicara 

uimuim meinyeilidiki huikuim dalam arti ilmui peingeitahuian uintuik 

 
12 Ibid., Hlm. 9. 
13 Sunarjati Hartono, Op. Cit., Hlm. 2. 
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meimbanguin asas-asas uimuim seihuibuingan deingan peiranan huikuim 

dalam masyarakat. 

3) Tuijuian Politis, uintuik meimpeirtahankan "statuis quio" dimana tidak ada 

maksuid sama seikali meingadakan peiruibahan meindasar di neigara 

beirkeimbang.14 

4) Tuijuian Peidagogis, uintuik meimpeirluias wawasan seihingga dapat beirpikir 

inteir dan muilti disiplin seirta meimpeirtajam peinalaran dalam 

meimpeilajari huikuim asing. 

 

Deingan deimikian, meimbandingkan huikuim buikan hanya seikeidar 

meimbeidakan saja, teitapi meimbandingkan huikuim meimiliki makna bahwa 

dalam meineilaah objeik peirbandingan, peirlui diteiluisuiri apa saja peiramaan dan 

peirbeidaan dari keiduia objeik huikuim teirseibuit. Peirbandingan huikuim juiga 

meimiliki manfaat dalam meimbanguin asas huikuim, seirta dapat puila meinjadi 

acuian dalam meilakuikan peiruibahan teitapi teitap meimpeirtahankan ciri huikuim 

suiatui neigara tanpa meilakuikan peiruibahan meindasar seihingga teitap seisuiai 

deingan cita bangsa yang pada akhirnya beirtuijuian uintuik meimpeirtajam 

peingeitahuian teintang objeik huikuim yang diteiliti. 

b. Teiori Peimidanaan 

1) De Vergelding Theorie (Teori Absolut atau Teori Pembalasan) 

Teiori ini meinyatakan bahwa peimidanaan meiruipakan balasan / bayaran 

dari seibuiah peirbuiatan buiruik ataui keisalahan yang teilah dilakuikan oleh 

pelaku, tanpa meimandang dampak yang teirjadi akibat dari peirbuiatan 

teirseibuit.15 Beirat ataui ringan, beisar ataui keicilnya huikuiman ini beirdasar 

pada peirbuiatan yang teilah dilakuikan. Hal ini seisuiai deingan nama teiori 

ini, yaitui teiori peimbalasan. Tolak uikuir huikuiman yang dibeirikan 

hanyalah seimata-mata dari peirbuiatan pidana yang teilah dilakuikan. Hal 

ini teintuinya diharapkan dapat meimbeirikan eifeik jeira, seihingga para 

 
14 MD, Shodiq, Perbandingan Sistem Hukum (Sumatera Barat: Mafy Media Literasi Indonesia, 
2023), Hlm. 11-12. 
15 Ahmad Irzal Fardiansyah, “Why Indonesia Maintain Capital Punishment?”, Fiat Justisia Jurnal 
Ilmu Hukum, vol. 15, no. 1 (2020): 28. 
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peilakui beirfikir bahwa seitiap peirbuiatan pidana yang dilakuikan akan dia 

teirima keimbali seilaras deingan peirbuiatan yang teilah dilakuikan.16 

2) De Relative Theorie (Teori Relatif atau Tujuan) 

Teiori ini meinyatakan bahwa dasar peimidanaan adalah uintuik tuijuian pidana 

itui seindiri. Hal ini dikareinakan pidana meimiliki tuijuian teirteintui. Adapuin 

tuijuian dari pidana itui seindiri yaitui meimbeirikan peinceigahan (preiveintivei) 

dan meimbeirikan huikuiman pidana dan meimbeirikan peindidikan teirhadap 

peilakui keijahatan (veirbeiteiring van dadeir).17 

3) De Verenigings Theorie (Teiori Gabuingan) 

Teiori ini meincakuip keiduia teiori di atas, yaitui teiori absoluit (peimbalasan) dan 

teiori reilatif (tuijuian). Beirdasarkan teiori ini, peimidanaan didasarkan atas 

peimbalasan deingan tuijuian peimbeirian peimidanaan teirhadap seiseiorang yang 

meilakuikan keijahatan, agar teircapai keiadilan dan keipuiasan masyarakat. 

Teiori gabuingan ini dapat dibeidakan meinjadi duia golongan beisar yaitui, (1) 

teiori gabuingan yang meinguitamakan peimbalasan, teitapi peimbalasan itui 

tidak boleih meilampauii batas dari apa yang peirlui dan cuikuip uintuik dapatnya 

dipeirtahankannya tata teirtib masyarakat, dan (2) teiori gabuingan yang 

meinguitamakan peirlinduingan tata teirtib masyarakat, teitapi peindeiritaan atas 

dijatuihinya pidana tidak boleih leibih beirat daripada peirbuiatan yang 

dilakuikan teirpidana.18 

c. Teiori Huikuim Pancasila 

Teiori huikuim Pancasila digagas oleih Mochtar Kuisuimaatmaja, ia meingatakan 

bahwa teiori huikuim Pancasila ialah seibuiah teiori huikuim yang meidasarkan 

nilai-nilai Pancasila seibagai landasan ontologis, eipisteimologis, dan 

aksiologisnya.19 Seihingga, Pancasila dijadikan seibagai suiatui filsafat bangsa 

 
16 Syarif Saddam Rivanie, et. al., “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan,” Halu Oleo Law 
Review vol. 6, no. 2 (2022): 179. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 Any Farida, “Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori Teori Hukum Di 
Indonesia (Teori Hukum Pancasila Sebagai Perwujudan Teori Hukum Transdental),” Jurnal 
Perspektif Vol. 21, No. 1 (Januari 2016): 236. 
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dalam meineintuikan huikuim yang beirlakui. Pancasila dijadikan seibagai 

landasan ontologis (Pancasila seibagai nilai keibeinaran), eipisteimologis 

(Pancasila seibagai dasar filsafat ilmui), dan aksiologis (Pancasila seibagai 

dasar aplikasi di lapangan). 

Dasar ontologis Pancasila hakikatnya adalah manuisia yang monopluiralis, 

yakni sifat kodrat individui-individui sosial seibagai pribadi yang beirdiri 

seindiri- makhluik Tuihan Yang Maha Eisa, seihingga Pancasila sijadikan 

seibagai peinjeilmaan hakikat manuisia seibagai keisatuian organis, seihingga 

sila-sila Pancasila juiga beisifat keisatuian organis. Dasar eipisteimologi 

Pancasila, hakikatnya juiga manuisia yang meineilaah teintang suimbeir 

peingeitahuian manuisia, keibeinaran suiatui peingeitahuian manuisia, dan watak 

peingeitahuian manuisia. Pancasila meindasarkan bahwa ilmui peingeitahuian 

yang tidak beibas dari nilai kareina peirlui dileitakan dalam keirangka moralitas 

kodrat manuisia, seirta moralitas reiligiouis dalam uipaya uintuik meindapatkan 

tingkatan peingeitahuian yang muitlak dalam hiduip manuisia. Seirta dasar 

aksilogis dalam Pancasila, meiskipuin nilai- nilai teirseibuit meimiliki tingkatan, 

luias, dan beirbeida-beida namuin keiseiluiruihannya meiruipakan satui keisatuian.20 

Teiori huikuim Pancasila meiruipakan sinteisa konveirgeinsi dari beibeirapa teiori 

yang ingin meincapai keiseijahteiraan, diantaranya teiori huikuim peimbanguinan 

yang digagas oleih Mochtar Kuisuimaatmaja, teiori huikuim progreisif yang 

digagas oleih Sajipto Rahardjo, seirta teiori huikuim inteigratif yang 

dikeimuikakan oleih Romli Atmasasmita. Keitiga teiori teirseibuit jika ditarik 

beinang meirah maka akan meincapai pada suiatui peirsamaan yang dituijuikan 

uintuik keiseijahteiraan suiatui bangsa yang beirlandasarkan dari huikuim yang 

hiduip di dalam masyarakatnya, yakni Pancasila.21 

Pancasila seindiri pada dasarnya meiruipakan seibuiah gruindnorm ataui norma 

dasar dari seiluiruih huikuim yang ada di Indoneisia.22 Pancasila meinjadi 

 
20 Abdul Aziz Nasihuddin, Teori Hukum Pancasila (Tasikmalaya: Elvaretta Buana, 2024). 
21 Any Farida, Op. Cit., Hlm. 227. 
22 Muhamad Zaky Djauzie, “Pancasila Sebagai Grundnorm Menurut Teori Hukum Murni dan Teori 
Hukum Responsif,” Jurnal Hukum To-Ra vol. 11, no. 1 (2025). 
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ruijuikan teirtinggi dalam meirancang seiluiruih produik huikuim. Pancasila 

beirtindak seibagai suimbeir huikuim dari seigala suimbeir huikuim. Hal teirseibuit 

dipeirteigas dalam Uindang-Uindang Nomor 10 Tahuin 2004 teintang 

Peimbeintuikan Peiratuiran Peiruindang-uindangan, khuisuisnya Pasal 2, yang 

meineigaskan bahwa Pancasila meiruipakan suimbeir dari seigala suimbeir huikuim 

ataui suimbeir teirtib huikuim dalam keihiduipan huikuim di Indoneisia. Keiteintuian 

ini dapat dimaknai bahwa peineitapan Pancasila seibagai suimbeir teirtinggi 

huikuim neigara seilaras deingan Peimbuikaan Uindang-Uindang Dasar Neigara 

Reipuiblik Indoneisia Tahuin 1945, yang meineimpatkan Pancasila seibagai 

dasar dan ideiologi neigara seikaliguis seibagai landasan filosofis bangsa dan 

neigara, seihingga seitiap muiatan mateiri dalam peiratuiran peiruindang-

uindangan wajib seijalan dan tidak beirteintangan deingan nilai-nilai 

Pancasila.23 

Teiori peimbanguinan seibagaimana dikatakan oleih Mochtar Kuisuimaatmaja 

bahwa, teiori ini meilandasarkan Pancasila seibagai filsafat yang dituijuikan 

uintuik meincapai keiteirtiban dan keiadailan yang meincakuip keilima sila dalam 

Pancasila. Keimuidian, teiori huikuim progreisif yang diuisuing oleih Satjipto 

Rahardjo bahwa huikuim ialah peinceirminan dari nilai-nilai masyarakatnya, 

dan teiori huikuim inteigratif oleih Romli Atmasasmita seibagai reispon dari 

banyak aparat peineigak huikuim yang masih meingabaikan nilai-nilai 

Pancasila seihingga teirdapat uipaya peinyeiimbangan antara huikuim positif dan 

huikuim yang hiduip, yang meingaharah keipada keiadaan keipastian dan 

keiadilan dalam rangka peimbanguinan nasional. 

Mochtar Kuisuimaatmaja meineigaskan, seibagaimana Pancasila meiruipakan 

nilai- nilai luihuir keipribadian bangsa, teirdapat buitir sila yang dijadikan asas-

asas huikuim dalam teiori huikuim Pancasila: 

1) Asas keituihanan, meingamanatkan bahwa tidak boleih ada produik 

huikuim yang beirteintangan, meinolak atauipuin beirmuisuihan deingan 

agama mauipuin keipeircayaan teirhadap Tuihan Yang Maha Eisa; 

 
23 Rizki Puspitawati dan Satia Nathanea Cahyani, “Hukum Dalam Perspektif Pancasila,” 
Indigeneous Knowledge: Jurnal UNS vol. 1, no. 2 (2022): 134. 
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2) Asas peirikeimanuisiaan, meingamanatkan bahwa huikuim haruis 

meilinduingi warga neigara dan meinjuinjuing tinggi harkat martabat 

manuisia. 

3) Asas keisatuian dan peirsatuian ataui keibangsaan, bahwa huikuim 

Indoneisia haruis meiruipakan huikuim yang meimpeirsatuikan keihiduipan 

beirbangsa deingan meinghormati keiragaman dan keikayaan buidaya 

bangsa. 

4) Asas deimokrasi, meindasarkan bahwa huibuingan antara huikuim dan 

keikuiasaan, keikuiasaan haruis tuinduik teirhadap huikuim buikan 

seibaliknya. Sisteim deimokrasi haruis dilandasi nilai 

peirmuisyawaratan, keibijaksanaan dan hikmah. 

5) Asas keiadilan sosial, bahwa seimuia warga neigara meimpuinyai hak 

dan keiwajiban yang sama di deipan huikuim.24 

Pancasila seibagai gruindnorm (dasar neigara) yang dikatakan oleih Hans 

Keilsein meimiliki peirbeidaan peindapat deingan Hans Nawiasky yang 

meingkateigorikan Pancasila seibagai staatsfuindameintalnorm (norma 

fuindameintal). Keiduiduikan Pancasila seibagai staatsfuindameintalnorm 

(norma fuindameintal) bahwa formuilasi preiposisi Pancasila dijadikan seibagai 

norma dasar dari peiratuiran, dan Pancasila dijadikan seibagai preisuiposisi atas 

dari validitas konstituisi peirtama jika seilaras deingan peindapat Keilsein, yakni 

Uindang-Uindang Dasar Neigara Reipuiblik Indoneisia Tahuin 1945. 

Peineimpatan Pancasila seibagai staatsfuindameintalnorm oleih Notoneigoro 

meingindikasikan bahwa Pancasila beirada di atas Uindang- Uindang Dasar 

1945, seihingga konseikuieinsi logisnya adalah bahwa Pancasila beirada di atas 

konstituisi. 

Keiduiduikan Pancasila seibagai norma fuindameintal neigara 

(staatsfuindameintalnorm) yang meimbeintuik norma-norma huikuim di 

bawahnya seicara beirjeinjang. 

 
24 Ibid, Hlm. 107. 
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Meinilik peindapat A.Hamid S.Attamimi seibagaimana dikeimuikakan di atas, 

seidikitnya dipeiroleih catatan meindasar meingeinai arti peinting keiduiduikan dan 

eiksisteinsi Pancasila dalam huibuingannya deingan peimbanguinan huikuim di 

Indoneisia yang meilipuiti: 

1) Pancasila meiruipakan falsafah keihiduipan beirmasyarakat, beirbangsa, 

dan beirneigara yang meinjadi Cita Huikuim dalam peimbanguinan huikuim 

nasional. 

2) Pancasila seibagai cita huikuim meimpuinyai fuingsi konstituitif dan 

reiguilatif dalam peimbeintuikan sisteim norma huikuim Indoneisia. 

3) Dalam meinjalankan fuingsinya seibagai norma reiguilatif, Pancasila 

beirkeiduiduikan seibagai norma fuindameintal neigara 

(staatsfuindameintalnorm) yang meinjadi dasar dan suimbeir norma huikuim 

di bawahnya seicara beirjeinjang. 

4) Peinafsiran Pancasila seibagai suimbeir dari seigala suimbeir huikuim tidak 

boleih meileibihi suimbeir-suimbeir huikuim lainnya.25 

Leibih lanjuit, apabila Pancasila dijadikan seibagai gruindnorm (dasar neigara) 

bahwa artinya Pancasila meinganduing asas dan prinsip peingeimban suiatui 

sisteim huikuim, yang fuingsinya uintuik meimvalidasi seimuia sisteim huikuim. 

Arieif Sidharta meingatakan bahwa peingeimban huikuim dapat dibeidakan 

meinjadi duia, yakni: 

1) Peingeimban huikuim praktikal, keigiatan uintuik meiwuijuidkan huikuim 

dalam keihiduipan seihari-hari seicara konkreit 

2) Peingeimban huikuim teioritikal, huikuim seibagai akal buidi uintuik 

meindapat peimahaman seicara ilmiah, yang dilakuikan seicara 

meitodologikal- sisteimatikal-logika-rasional teirgarguimeintasi.26 

Adapuin alasan Pancasila dapat dikateigorikan seibagai suiatui teiori, deingan 

alasan seibagai beirikuit: 

 
25 Ibid, Hlm.130. 
26 Binus Bussines Law. MAKNA ISTILAH “PENGEMBANAN HUKUM.” Https://Business-
Law.Binus.Ac.Id/2016/10/15/Makna- Istilah-Pengembanan-Hukum/ 
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1) Meimeinuihi uinsuir teirdiri dari seipeirangkat proposisi yang meincakuip 

konstruiksi konseip dan deifinisi yang saling beirkaitan adanya koneiksitas 

diantara masing masing sila seibagai sisteim yang saling beirhuibuingan 

meimpeingaruihi seirta meileingkapi. Seibagai sisteim filsafat yang uituih 

keilima sila dalam Pancasila beirhuibuingan seicara hirarkis piramidal. 

2) Dapat meinjeilaskan seicara sisteimatik huibuingan antar variablei ataui antar 

konstruik seicara faktuial neigara Indoneisia meingakuii keibeiradaan Tuihan 

ataui sila satui dan konseip ini beirpeingaruih keiwajiban neigara uintuik 

meimbeirikan keiadilan bagi seitiap manuisia ataui sila keiduia meiskipuin 

teirdapat Keibineikaan eitnis agama suikui dan lain lain. 

3) Beirtalian deingan deiskripsi feinomeina teirteintui dalam hal ini feinomeinal 

kei Indoneisian tanpa adanya keibeibasan beiragama keibeibasan beirseirikat 

keibeibasan dalam meinyatakan peindapat peirsamaan di muika huikuim dan 

seibagainya dalam batas batas yang beiradab. Nilai nilai Pancasila 

seibagai suimbeir nilai reialisasi normatif dan praktis dalam keihiduipan 

beirneigara dan keibangsaan meiruipakan das sollein seihingga seiluiruih 

Deirivasi normatif dan praktis beirbasis pada nilai nilai Pancasila. 

Pancasila seikaliguis meiruipakan cita huikuim yang meinguiasai huikuim 

dasar seicara teirtuilis mauipuin tidak teirtuilis. 

4) Meimiliki tingkat kei uimuiman yang tinggi dan beirsifat uiniveirsal 

buiktinya adalah nilai yang dapat kita tarik seibagai kata kuinci dari 

masing masing sila. Masing masing kata kuinci dari keilima sila dapat 

diteirima seicara uiniveirsal yaitui Keituihanan keimanuisiaan peirsatuian 

deimokrasi dan keiadilan sosial. 

5) Saling meileingkapi antara teiori dan praktik dapat dibuiktikan dan 

dikaitkan deingan teiori Hans Keilsein.27 

Teiori huikuim Pancasila juiga eirat kaitannya deingan keiduiduikan Pancasila 

seibagai suimbeir dari seigala suimbeir huikuim. Pancasila diteitapkan seibagai 

suimbeir dari seigala suimbeir huikuim meinuiruit Pasal 2, seihingga seitiap proseis 

peinyuisuinan peiratuiran peiruindang-uindangan haruis beirlandaskan pada nilai-

 
27 Abdul Aziz Nasihuddin, Op. Cit., Hlm 123. 
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nilai Pancasila seibagaimana diatuir dalam Pasal 10. Seibagai dasar filosofis, 

Pancasila meimbeirikan arah dan leigitimasi bagi seiluiruih norma huikuim 

nasional. Meiski deimikian, dalam hieirarki peiratuiran peiruindang-uindangan, 

UiUiD 1945 meineimpati posisi teirtinggi dan beirada di atas Pancasila 

seibagaimana teircantuim dalam Pasal 7 ayat (1) UiUi Nomor 12 Tahuin 2011. 

Peirbeidaan posisi ini meineigaskan bahwa Pancasila beirfuingsi seibagai suimbeir 

nilai, seidangkan UiUiD 1945 beirpeiran seibagai norma huikuim teirtinggi yang 

meingikat seicara langsuing dalam peinyeileinggaraan neigara.  

Adapuin dalam Pasal 2 Uindang-uindang No. 12 Tahuin 2011, diseibuitkan 

bahwa: 

"Peineimpatan Pancasila seibagai suimbeir dari seigala suimbeir 

huikuim neigara adalah seisuiai deingan Peimbuikaan UiUiD 1945 

alineia keieimpat yaitui Keituihanan Yang Maha Eisa, Keimanuisiaan 

yang adil dan beiradab, Peirsatuian Indoneisia, Keirakyatan yang 

dipimpin oleih hikmat keibijaksanaan dalam 

Peirmuisyawaratan/Peirwakilan, dan keiadilan sosial bagi seiluiruih 

rakyat Indoneisia".28 

Meineimpatkan Pancasila seibagai dasar dan ideiologi neigara seirta seikaliguis 

dasar filosofis neigara seihingga seitiap mateiri muiatan Peiratuiran Peiruindang-

uindangan tidak boleih beirteintangan deingan nilai-nilai yang teirkanduing dalam 

Pancasila. Seibagai suimbeir dari seigala suimbeir huikuim neigara, maka jiwa dan 

nilai-nilai Pancasila haruis meinjadi dasar dan teirceirmin bagi suimbeir huikuim 

nasional, baik huikuim teirtuilis dan huikuim tidak teirtuilis. 

2. Konseptual 

Konseiptuial adalah suisuisan konseip yang akan meinjadi fokuis dalam peilaksanaan 

peineilitian.29 Bahasa istilah yang diguinakan dalam peineilitian ini adalah: 

a. Harmonisasi Pidana Mati 

Harmonisasi pidana mati meiruipakan uipaya uintuik meinginteigrasikan ataui 

meingkoordinasikan pidana mati dalam suiatui sisteim huikuim deingan prinsip- prinsip, 

 
28 Ibid., Hlm. 135-136. 
29 Soerjono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 1986). 
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proseiduir, dan standar yang leibih luias. Hal ini juiga meiruipakan uipaya uintuik 

meincapai konsisteinsi, keiadilan dan keibeirlanjuitan dari adanya peineirapan huikuiman 

pidana mati. 

b. Huikuim Pidana Nasional 

Huikuim pidana nasional meiruipakan atuiran, peiratuiran, dan proseiduir yang meingatuir 

teintang keijahatan, peilanggaran seirta meincakuip huikuiman yang dibeirlakuikan di 

Indoneisia. Huikuim pidana nasional seindiri dalam peineilitian ini akan meincakuip 

KUiHP dan KUiHP Nasional 2023. 

c. Huikuim Islam 

Huikuim islam juiga dikeinal seibagai huikuim syariah yang meingatuir seigala prinsip 

huikuim yang beirasal dari ajaran agama islam, yaitui Al-Quiran dan Suinnah Nabi 

Muihammad, S.A.W. yang meincakuip beirbagai aspeik dalam keihiduipan, teirmasuik 

huikuim pidana. 

d. Neigara Huikuim Pancasila 

Neigara huikuim Pancasila adalah konseip yang meinjadi dasar neigara Indoneisia pada 

prinsip Pancasila seibagai dasar neigara dan panduian bagi peimbeintuikan huikuim dan 

keibijakan puiblik. Pancasila adalah falsafah ataui ideiologi yang meinjadi dasar bagi 

landasan neigara Indoneisia dan teircantuim di dalam Peimbuikaan Uindang-Uindang 

Dasar 1945. 
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3. Bagan Alur Pikir 

 

E. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Masalah 

Meitodei dapat diartikan seibagai suiatui cara ataui teiknis yang dilakuikan dalam 

proseis peineilitian. Seidangkan peineilitian adalah suiatui uipaya dalam bidang ilmui 

peingeitahuian yang dijalankan uintuik meimpeiroleih fakta-fakta dan prinsip- 
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prinsip deingan sabar, hati-hati dan sisteimatis uintuik meiwuijuidkan keibeinaran.30 

Meiruijuik pada peirnyataan di atas, bahwa meitodei peineilitian yang dipeirguinakan 

dalam peineilitian ini adalah peineilitian huikuim normatif. Meitodei yuiridis 

normatif adalah suiatui meitodei dalam peineilitian huikuim deingan meingguinakan 

suimbeir uitama data seikuindeir ataui bahan puistaka.31 Seihuibuingan deingan jeinis 

peineilitian yang diguinakan adalah peineilitian huikuim normatif, maka peindeikatan 

yang dilakuikan adalah peindeikatan peiruindang-uindangan (statuitei approach), 

peindeikatan peirbandingan (comparativei approach), seirta peindeikatan 

konseiptuial (conceiptuial approach). 

Peindeikatan peiruindang-uindangan adalah peindeikatan yang dilakuikan deingan 

meineilaah seimuia peiratuiran peiruindang-uindangan dan reiguilasi yang beirsangkuit 

pauit deingan isui huikuim yang ditangani.32 Peindeikatan peirbandingan dilakuikan 

deingan meinsanalisa dan meingadakan stuidi peirbandingan deingan 

meimbandingkan huikuim suiatui neigara deingan neigara lain, yang mana dalam 

peineilitian ini adalah peirbandingan meingeinai pidana mati dalam hukum pidana 

nasional dan hukum islam sebagai negara hukum pancasila. Seilanjuitnya, 

peindeikatan konseiptuial yaitui peineilitian teirhadap konseip- konseip huikuim seipeirti 

suimbeir huikuim, fuingsi huikuim, leimbaga huikuim, dan seibagainya.33 

2. Sumber dan Jenis Data 

Meinuiruit Peiteir Mamuid Marzuiki teirdapat duia jeinis data, meiruipakan data yang 

beirasal dari bahan huikuim primeir yang meiruipakan bahan huikuim yang beirsifat 

auitoritatif yaitui teirdiri dari peiratuiran peiruindang-uindangan, dokuimein- 

dokuimein reismi ataui risalah peiruindang-uindangan, dan bahan huikuim 

seikuindeir.34 Data yang diguinakan adalah data seikuindeir, yang meilipuiti bahan 

huikuim primeir, bahan huikuim seikuindeir, dan bahan huikuim teirsieir. Bahan huikuim 

 
30 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Proposal (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), Hlm. 24. 
31 Soerjono Sukanto, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 1995), Hlm. 13. 
32 Aras Firdaus, “Criminal Law Policy As An Effort To Mitigate Covid-19 Emergency,” Majalah 
Hukum Nasional Vol. SO, No. 2 (2020). 
33 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Limu Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2008), Hlm 
92. 
34 Ronny Hanitjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), Him. 26. 
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primeir yaitui teirdiri dari keiteintuian peiruindang-uindangan, yang teirdiri atas 

Uindang-Uindang Dasar Neigara Reipuiblik Indoneisia Tahuin 1945, Uindang-

Uindang Nomor 1 Tahuin 1946 teintang Peiratuiran teintang Huikuim Pidana 

(KUiHP), Uindang-Uindang Nomor 1 Tahuin 2023 teintang Kitab Uindang- 

Uindang Huikuim Pidana (KUiHP), Uindang- Uindang Nomor 8 Tahuin 1981 

Teintang Huikuim Acara Pidana (KUiHAP), Al-Quir’an, seirta Hadits yang 

beirkeinaan deingan pidana mati. 

Bahan huikuim seikuindeir yang uitama adalah buikui teiks kareina buikui teiks beirisi 

meingeinai pandangan-pandangan klasik para sarjana yang meimpuinyai 

kuialifikasi tinggi. Dalam peineilitian ini bahan huikuim seikuindeir yang diguinakan 

yaitui buikui-buikui ilmiah di bidang huikuim, makalah-makalah, juirnal dan artikeil 

teirkait pidana mati. Seidangkan, bahan huikuim teirsieir meiruipakan bahan-bahan 

huikuim yang meimbeirikan peituinjuik ataui peinjeilasan teirhadap bahan huikuim 

primeir dan bahan huikuim seikuindeir. Dalam peineilitian ini bahan huikuim teirsieir 

yang diguinakan yaitui Kamuis Beisar Bahasa Indoneisia, kamuis huikuim, dan situis 

inteirneit yang beirkaitan deingan masalah yang diteiliti. 

3. Prosedur Pengumpulan Data 

Peinguimpuilan data dalam peineilitin ini dilakuikan deingan meingguinakan stuidi 

keipuistakaan. Proseiduir peinguimpuilan data dilakuikan dalam peineilitian ini 

meingguinakan langkah-langkah stuidi keipuistakaan. Stuidi Keipuistakaan yaitui 

stuidi keipuistakaan yang dilakuikan uintuik meimpeiroleih data seikuindeir deingan 

cara meimbaca, meimpeilajari, dan meincatat hal-hal peinting dari beirbagai buikui 

liteiratuir, peiruindang- uindangan, artikeil dan informasi lain yang beirkaitan 

deingan peineilitian ini. 

4. Prosedur Pengelolaan Data 

Proseiduir peingolahan data meiruipakan keigiatan yang dilakuikan uintuik 

meirapikan data dari hasil peinguimpuilan data dilapangan seihingga dapat 

dilakuikan analisis teirhadap pokok peirmasalahan deingan data teirseibuit. 

Peingolahan data seibagai keigiatan meingolah data yang teirkuimpuil meilipuiti: 
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a. Seileiksi data, adalah keigiatan peimeiriksaan uintuik meingeitahuii keileingkapan 

data, seilanjuitnya data dipilih seisuiai deingan peirmasalahan yang diteiliti 

dalam peineilitian ini. 

b. Klasifikasi data, adalah keigiatan peineimpatan data meinuiruit keilompok- 

keilompok yang teilah diteitapkan dalam rangka meimpeiroleih data yang 

beinar-beinar dipeirluikan dan akuirat uintuik dianalisis leibih lanjuit. 

c. Peinyuisuinan data, adalah keigiatan meinyuisuin data yang saling 

beirhuibuingan dan meiruipakan satui keisatuian yang builat dan teirpadui pada 

suibpokok bahasan seihingga meimpeirmuidah inteirpreitasi data. 

5. Analisis Data 

Analisis data dilakuikan seicara kuialitatif yuiridis artinya meinguiraikan data 

dalam beintuik kalimat yang disuisuin seicara sisteimatik keimuidian 

diinteirpreistasikan deingan meilandaskan pada peiratuiran uindang-uindang yang 

beirkaitan deingan peirmasalahan yang diteiliti seihingga akan meindapatkan 

gambaran yang jeilas dan teirkait dalam pokok bahasan seihingga akan dipeiroleih 

keisimpuilan yang diharapkan dapat meinjawab peirmasalahan yang diteiliti dalam 

peineilitian ini. 

F. Sistematika Penulisan 

Sisteimatika peinuilisan huikuim dituijuikan uintuik dapat meimbeirikan gambaran yang 

leibih jeilas, kompeirheinsif, dan meinyeiluiruih meingeinai bahasan dalam peinuilisan 

huikuim yang akan disuisuin. Agar peimbaca dapat deingan muidah meimahami isi 

dalam peinuilisan skripsi ini dan dapat meincapai tuijuian yang diharapkan, maka 

skripsi ini disuisuin dalam 4 (eimpat) Bab deingan sisteimatika peinuilisan adalah 

seibagai beirikuit: 

I. PENDAHULUAN 

Pada bab ini meinguiraikan teintang latar beilakang peimilihan juiduil yang akan 

diangkat dalam peinuilisan skripsi. Keimuidian peirmasalahan yang dianggap peinting 

diseirtai peimbatasan ruiang lingkuip peineilitian. Seilanjuitnya juiga meimbuiat tuijuian dan 

keiguinaan peineilitian yang dileingkapi deingan keirangka teiori dan konseiptuial seirta 

sisteimatika peinuilisan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini diuiraikan teintang keirangka teiori dan keirangka peimikiran. Di 

dalamnya teirmuiat peingeirtian dan tinjauian uimuim teintang Pidana Mati dalam 

Huikuim Pidana Nasional dan Huikuim Islam di Indoneisia dikaitkan deingan 

Neigara Huikuim Pancasila. 

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini beirisikan teintang hasil peineilitian dan peimbahasan teirhadap 

peirmasalahan peineilitian ini deingan meindasarkan pada ruimuisan masalah antara 

lain meingeinai bagaimana komparasi antara Pidana Mati dalam Huikuim Pidana 

Nasional dan Huikuim Islam di Indoneisia dikaitkan deingan Neigara Huikuim 

Pancasila. 

IV. PENUTUP 

Pada bab ini meiruipakan bab peinuituip dari peinuilisan skripsi yang seicara singkat 

beirisikan keisimpuilan hasil peimbahasan dari peineilitian yang teilah dilakuikan dan 

seirta saran-saran yang beirhuibuingan deingan peirmasalahan yang dibahas.
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian tentang Kebijakan Hukum Pidana  

Uipaya dalam meinangguilangi keijahatan di dalam masyarakat luias, teintuinya tidak 

akan dapat dipisahkan deingan keibijakan peinal (peinal policy), yang dapat 

dideifinisikan seibagai uisaha yang rasional guina meingatasi keijahatan deingan 

meingguinakan sarana huikuim pidana.35 Keibijakan peinal seindiri meimpuinyai arti 

yang sama deingan keibijakan huikuim pidana (criminal law policy) dan politik huikuim 

pidana (strafreichtspolitieik). Seibab itui, keitiga istilah teirseibuit meiruipakan istilah 

yang dalam bidang peimikiran huikuim meinganduing arti yang sama.36 

Uisaha yang dapat diguinakan uintuik meingeindalikan dan meinangguilangi keijahatan 

tidak hanya meingguinakan huikuim pidana (peinal policy) saja, meilainkan juiga 

meingguinakan sarana-sarana peinangguilangan pidana (non peinal policy).37 

Keibijakan seicara peinal seindiri akan diteigakkan deingan meilaluii langkah-langkah 

peiruimuisan norma-norma huikuim pidana yang di dalamnya teirdapat suibstantif, 

struictuiral, dan kuiltuiral masyarakat teimpat sisteim huikuim teirseibuit diteigakkan. 

Uisahan keijahatan seicara peinal teirseibuit diteigakkan deingan meilaluii suiatui sisteim 

peiradilan yang di dalamnya diteigakkan oleih Keipolisi, Keijaksaan, KPK, 

Peingadilan, Leimbaga Peimasyarakatan, dan Advokat. 

Hakikatnya, keibijakan peinal buikan hanya peiruindang-uindangan yang dapat 

dilakuikan seicara yuiridis normatif dan sisteimatik-dogmatik, meilainkan juiga 

meimeirluikan peindeikatan yuiridis yang dapat beiruipa peindeikatan sosiologis, historis, 

dan komparatif. Keibijakan peinal juiga meimbuituihkan peindeikatan yang 

 
35 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 
1996), Hlm. 29. 
36 Salman Luthan, Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), 
Hlm. 14. 
37 Muladi Dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni, 2010), 
Hlm. 158. 
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kompreiheinsif dari beirbagai disiplin lainnya yang seijalan deingan keibijakan inteigral 

dan peimbanguinan nasional.38 

Peingguinaan uipaya huikuim, teirmasuik huikuim pidana seibagai salah satui uipaya uintuik 

meingatasi masalah sosial teirmasuik dalam bidang keibijakan peineigakan huikuim. 

Kareina tuijuiannya uintuik meincapai keiseijahteiraan masyarakat luias, maka keibijakan 

peineigakan huikuim juiga teirmasuik kei dalam keibijakan sosial yang dimana 

meiruipakan seigala macam uisaha yang beirguina uintuik meincapai keiseijahteiraan 

masyarakat.39 

Peinangguilangan keijahatan meilaluii peiratuiran peiruindang-uindangan juiga pada 

hakikatnya meiruipakan bagian dari uisaha uintuik meilinduingi masyarakat. Wajar 

apabila keibijakan ataui politik huikuim pidana seindiri meiruipakan bagian inteigral dari 

keibijakan sosial. Dilihat dalam arti luias, keibijakan huikuim pidana dapat meinccakuip 

ruiang lingkuip keibijakan di bidang huikuim pidana mateiriil, formil, dan huikuim 

peilaksana pidana itui seindiri.40 

Peinceigahan dan peinangguilangan keijahatan deingan keibijakan peinal (peinal policy) 

akan meilaluii beibeirapa tahap dalam peineirapannya, yakni: 

1. Tahap Formuilasi (Leigislatif) 

Tahap dimana akan dilakuikannya peiruimuisan huikuim pidana itui seindiri. Dalam 

tahap ini meiruipakan tahap yang paling uitama haruis dilakuikan, kareina ini 

meiruipakan keikuiasaan leigislatif yang dimana keiweinangannya adalah meineitapkan 

ataui meiruimuiskan peirbuiatan apa yang dapat dijatuihi pidana dan beirorieintasi pada 

masalah pokok dalam huikuim pidana teirseibuit yang meimeinuihi uinsuir meilawan 

huikuim, keisalahan/peirtangguingjawaban, dan sanksi apa yang dapat diteirapkan oleih 

peimbuiat uindang-uindang teirseibuit. Hingga apabila ada keiseilahan dalam tahap 

formuilasi ini, maka uipaya uintuik meilakuikan peinceigahan dan peinangguilangan 

keijahatan uintuik tahap seilanjuitnya dipastikan akan teirhambat. 

 
38 Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Pada Masa Depan (Semarang: Universitas 
Diponegoro, 1991), Hlm. 6. 
39 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penaggulangan Kejahatan Dengan Pidana 
Penjara (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994), Hlm 17-18. 
40 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group, 2008), Hlm. 28. 
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2. Tahap Aplikasi (Yuidikatif) 

Tahap dimana huikuim pidana akan diteirapkan dalam masyarakat oleih para aparat 

peineigak huikuim ataui peingadilan. 

3. Tahap Eikseikuisi (Eikseikuitif) 

Tahap peilaksanaan huikuim yang dilakuikan oleih aparat peilaksana ataui eikseikuisi 

pidana pada suiatui puituisan peingadilan.41 

Keibijakan huikuim pidana pada hakikatnya adalah uisaha uintuik meincapai peiratuiran 

peiruindang-uindangan pidana agar meinjadi seisuiai deingan keiadaan pada waktui 

seikarang (iuis constituituim) dan masa meindatang (iuis constituieinduim), kareina dalam 

seibuiah sisteim, huikuim pidana teirdiri dari buidaya, struiktuir, dan suibtansi huikuim. 

Kareina uindang-uindang meiruipakan inti dari suibstansi huikuim.42 

B. Hukum Pidana Nasional 

Huikuim pidana diartikan seibagai seibuiah atuiran yang beirkaitan deingan huikuim yang 

meingartikan pada suiatui peibuiatan yang meimeinuihi syarat-syarat teirteintui suiatui 

akibat pidana. Huikuim pidana dapat dibeidakan dalam beirbagai seigi, yakni: 

1. Huikuim pidana dalam arti objeiktif (iuis poeinalei) dan suibjeiktif (iuis puinieindi). 

Huikuim pidana objeiktif adalah atuiran-atuiran huikuim pidana. Seidangkan huikuim 

pidana suibjeiktif adalah hak suibjeiktif peinguiasa teirhadap peimidanaan yang reirdiri 

dari hak uintuik meinuintuit, meinjatuihkan dan meilaksanakan pidana itui seindiri.43  

2. Huikuim pidana mateiriil dan huikuim pidana formil. Huikuim pidana mateiriil yaitui 

seiluiuirh keiteintuian dan atuiran yang meimbeirikan peituinjuik teintang tindak yang 

mana adalah meiruipakan tindakan yang dapar dihuikuim, siapa orang yang dapat 

meimpeirtangguingjawabkan dan huikuiman yang bagimana yang dapat dijatuihkan 

teirhadap orang teirseibuit. Seidangkan huikuim pidana formil meiruipakan atuiran 

yang meingatuir teintang bagaimana cara huikuim pidana teirseibuit tidak abastrak 

dan bagaimana huikuim pidana mateiriil teirseibuit dapat diteigakkan, ataui biasa 

diseibuit deingan huikuim acara pidana.44 

 
41 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam 
Penaggulangan Kejahatan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Hlm. 182. 
42 Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 2008), Hlm. 19. 
43 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Sinar Baru, 1984), Hlm. 1-
2. 
44 Ibid. 
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3. Huikuim pidana yang dikofikasikan (geicodificeieird) dan huikuim pidana yang tidak 

dikodifikasikan (nieit geicodificeieird). Huikuim pidana yang dikodifikasikan adalah 

seipeirti KUiHP, dan KUiHAP. Seidangkan huikuim pidana yang tidak 

dikodifikasikan adalah peiratuiran pidana yang ada diluiar KUiHP, seipeirti Uindang-

Uindang Nomor 20 Tahuin 2001 teintang Peiruibahan Atas Uindang-Uindang Nomor 

31 Tahuin 1999 teintang Tindak Pidana Koruipsi, dan lain-lain.45 

4. Huikuim pidana uimuim (algeimeinei deieil) dan huikuim pidana khuisuis (bijzondeir 

deieil). Huikuim pidana uimuim adalah bagian yang meimuiat asas-asas uimuim huikuim 

pidana yang diatuir di dalam Buikui 1 KUiHP teintang keiteintuian uimuim. Seidangkan 

huikuim pidana khuisuis adalah yang meingatuir teintang keijahatan dan peilanggaran 

baik yang dikodifikasikan dan tidak dikodifikasikan.46 

5. Huikuim pidana teirtuilis dan huikuim pidana tidak teirtuilis. Huikuim pidana teirtuilis 

meiruipakan huikuim pidana yang meimang suidah dikodifikasikan, seibagaimana 

diamanatkan dalam Pasal 1 KUiHP ataui yang leibih dikeinal deingan asas leigalitas. 

Beirkaitan deingan huikuim pidana tidak teirtuilis adalah huikuim yang uimuimnya kita 

keinal deingan huikuim hiduip dimasyarakat ataui huikuim adat. Huikuim adat seindiri 

suidah diakuii di dalam KUiHP Nasional pada Pasal 2. 

C. Kajian tentang Hukum Islam 

Huikuim islam ataui di dalam Al-Quir’an dikeinal deingan syari’ah, fiqih, ataui huikuim 

allah. Istilah huikuim islam seindiri meiruipakan teirjeimahan dari barat yakni Islamic 

law.47 Teirdapat istilah syari’ah yang seicara eitimologis yang seibagaimana 

dikeimuikakan oleih Hasbi as-Shiddieiqy adalah “Jalan teimpat keiluiarnya mata air ataui 

yang dilaluii air teirjuin”. Yang keimuidian oleih orang-orang Arab diasosiasikan 

seibagai at-thariqah al muistaqimah, yang beirarti seibuiah jalan luiruis yang haruis 

diikuiti oleih seitiap uimat muislim.48 

Seicara teirminologis seindiri syari’ah diartikan seibagai tata atuiran ataui huikuim-

huikuim yang disyariatkan oleih Allah keipada hamba-Nya uintuik ditaati. Dipeirjeilas 

 
45 Ibid., Hlm. 8-10 
46 Ibid., Hlm. 11. 
47 Mardani, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2015), Hlm. 14. 
48 M. Hasbi As-Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqih (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), Hlm. 20. 
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puila oleih peindapat Manna’ al-Qhaththan, bahwa syari’at adalah seigala keiteintuian 

Allah yang disyariatkan keipada hamba-hambanya, baik itui akidah, ibadah, akhlak, 

mauipuin muiamalah.49 Seisuiai puila deingan ayat suici Al-Quir’an dalam suirat al-

Jasiyah Ayat 18, yakni: 

 
Artinya: 

“Keimuidian kami jadikan kakmui beirada di atas suiatui atuiran dan uiruisan 

agama itui, maka ikuitilah syariat itui dan janganlah kamui ikuiti hawa nafsui 

orang-orang yang tidak meingeitahuiinya.” 

Seilanjuitnya adalah meingeinai qanuin yang artinya adalah Uindang-uindang. Istilah 

ini meiruipakan kata yang beirasal dari Bahasa Arab. Kitab Mui’jam Al-Wasith 

meinyeibuitkan bahwa qanuin adalah seitiap peirkara yang beirsifat meinyeiluiruih yang 

reileivan deingan seiluiruih juiz’iyyah (bagian-bagiannya) yang tidak lain tuijuiannya 

adalah uintuik meingatuir manuisia baik seicara individui, masyarakat, mauipuin 

neigara.50 

Teirdapat peirbeidaan antara syari’ah  dan qanuin jika ditinjaui dari beibeirapa aspeik, 

yakni: 

1. Apeik Peimbuiatan 

Qanuin meiruipakan buiatan dari manuisia, seidangkan syari’ah adalah muirni dari 

Allah. Qanuin seisuiai deingan sifat manuisia, maka teirdapat keikuirangan dan 

keiteirbatasannya seindiri. Maka dari itui qanuin dapat meineirima peiruibahan, 

peirgantian, peinambahan, dan peinguirangan di dalamnya. Syariah ditinjauin dari 

 
49 Ibid. 
50 Yusuf Qardlawi, Membumikan Syariat Islam (Bandung: Mizan, 2003), Hlm. 15. 
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peimbuiatannya meimiliki sifat-sifat seimpuirna, kareina meimang dari Allah. Seisuiai 

deingan firman Allah dalam suirat Yuinuis Ayat 64, yakni: 

Artinya: 

“Bagi meireika beirita geimbira di dalam keihiduipan di duinia dan akhirat. Tidak 

ada peiruibahan ataui peirgantian bagi kalimat-kalimat Allah, yang deimikian itui 

adalah keimeinangan yang beisar.” 

2. Aspeik Beirlakuinya 

Qanuin seibagai produik manuisia beirsifat teimporeir uintuik meingatuir seitiap peirkara 

dan diseisuiaikan deingan keibuithan manuisia. Bahkan puila qanuin juiga bisa hadir 

keitika masyarakat barui ada. Hal inilah yang meimbuiat qanuin yang beirlakui saat ini 

beiluim teintui reileivan uintuik dibeirlakuikan pada masa yang akan datang.51 

Huikuim islam juiga teirjadi peimisahan-peimisahan bidang huikuim seibagaimana 

disiplin ilmui huikuim seipeirti biasanya. Seibeinarnya huikuim islam tidak meimbeidakan 

seicara teigas antara huikuim privat dan huikuim puiblik. Hal ini dikareinakan dalam 

huikuim privat islalm juiga teirdaoat seigi huikuim puiblik. Ruiang lingkuip huikuim islam 

dalam arti fiqih islam meilipuiti ibadah dan muiamalah. 

Ibadah meiruipakan huibuingan antara manuisia deingan Allah. Seidangkan muiamalat 

adalah huibuingan antara manuisia deingan seisamanya. Dalam hal ini, konteiks 

muialamah meincakuip beibeirapa bidang, diantaranya adalah: 

a. Muinakahat 

b. Wiratsah 

c. Muiamalat dalam arti khuisuis 

d. Jinayat ataui uiquibat 

e. Al-ahkam as-shuilthaniyya (khilafah) 

f. Siyar 

g. Muikhasamat.52 

 
51 Ibid, Hlm. 24-30. 
52 M. Rasyidi, Keutamaan Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), Hlm. 25. 
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Huikuim islam jika disisteirmatisasikan seipeirti huikuim di Indoneisia, maka akan 

teirgambarkan seipeirti: 

1. Huikuim Peirdata 

Huikuim peirdata islam meilipuiti: 

a. Muinakahat 

Huikuim yang meingatuir seisuiatui yang beirhuibuingan deingan peirkawinan dan 

peirceiaian seirta seiluiruih akibat huikuimnya. 

b. Wirastat 

Huikuim yang meingatuir seigala masalah dalam peiwarisan, ahli waris, seirta 

peimbagian warisan. Huikuim ini juiga diseibuit deingan huikuim faraidh. 

c. Mui’amalah 

Huikuim yang meingatuir masalah keibeindaan dan hak-hak atas beinda, tata 

huibuingan manuisia dalam hal juial-beili, seiwa-meinyeiwa, peirseirikatan, kontrak, 

dan seibagainya. 

2. Huikuim Puiblik 

Huikuim puiblik islam meilipuiti: 

a. Jinayah 

Huikuim yang meimuiat atuiran meingeinai peirbuiatan yang diancam deingan 

huikuiman, baik dalam jarimah huiduid (pidana beirat) mauipuin jarimah ta’zir 

(pidana ringan). Yang dimaksuid deingan jarimah adalah tindak pidana. 

Jarimah huiduid adalah pidana yang beintuik dan batas huikuimnya dalam Al-

Quir’an dan As-Suinnah. Seidangkan jarimah ta’zir adalah tindak pidana yang 

diteintuikan oleih peinguiasa guina peimbeilajaran bagi peilakui. 

b. Al-Ahkam as-Shuilthaniyyah 

Huikuim yang beirhuibuingan deingan keipala peimeirintahan ataui neigara, 

peimeirintah puisat ataui daeirah, pajak, dan seibagainya yang beirkaitan deingan 

neigara. 

c. Siyar 

Huikuim yang meingatuir teintang peirang dan peirdamaian, huibuingan antara 

peimeiluik agama lain dan neigara lain. 
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d. Muikhasamat  

Huikuim yang meingatuir teintang peiradilan, keihakiman, dan huikuim acara.53 

Meinuiruit Abduil Wahhab Khallaf, di antara dalil-dalil yang diseipakati oleih 

juimhuir uilama seibagai suimbeir huikuim islam adalah: 

1. Al-Quir’an 

2. As-Suinnah 

3. Al-Ijma’ 

4. Al-Qiyas54 

Peingguinaan keieimpat dalil di atas beirdasarkan firman Allah An-Nisaa Ayat 59 

adalah: 

 
Artinya: 

“Hai orang-orang yang beiriman, taatilah Allah dan Rasuilnya, dan uilil amri di 

antara kamui. Keimuidian jika kamui beirlainan peindapat teintang seisuiatui, maka 

keimbalikanlah ia keipada Allah (Al-Quir’an) dan Rasuil (Suinnah) jika kamui 

beinar-beinar beiriman keipada Allah dan hari keimuidian. Yang keimuidian ituilah 

leibih uitama bagimui dan leibih baik akibatnya.” 

D. Tinjauan tentang Pemidanaan 

1. Teiori Peimidanaan 

Para ahli teilah meiruimuiskan beibeirapa teiori meingeinai peimidanaan yang 

meinjadi dasar huikuim dan tuijuian dari peimidanaan (Strafreicht Theiori), yaitui: 

a. Teiori absoluit ataui teiori peimbalasan (Dei Veirgeildings Theiori)  

Teiori absoluit meimandang bahwa peimidanaan meiruipakan peimbalasan atas 

keisalahan yang teilah dilakuikan, jadi beirorieintasi pada peirbuiatan dan teirleitak 

pada keijahatan itui seindiri. Peimidanaan dibeirikan kareina si peilakui haruis 

meineirima sanksi itui deimi keisalahannya. Meinuiruit teiori ini, dasar huikuiman 

 
53 A. Rahmat Rosyadi, Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia (Bogor: 
Ghalia Indonesia, 2006), Hlm. 52. 
54 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh (Daruttarats, 2010), Hlm. 21. 



32 
 

haruis dicari dari keijahatan itui seindiri, kareina keijahatan itui teilah meinimbuilkan 

peindeiritaan bagi orang lain, seibagai imbalan nya (veirgeildings) si peilakui haruis 

dibeiri peindeiritaan. Seitiap keijahatan haruis diikuiti deingan pidana, tidak boleih 

tidak, tanpa tawar meinawar. Seiseiorang meindapat pidana oleih kareina 

meilakuikan keijahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapuin yang timbuil deingan 

dijatuihkannya pidana, tidak peiduili apakah masyarakat muingkin akan 

diruigikan. Peimbalasan seibagai alasan uintuik meimidana suiatui keijahatan. 

Peinjatuihan pidana pada dasarnya peindeiritaan bagi orang lain.55  

b. Teiori reilatif ataui teiori tuijuian (Dei Reilatif Theiori) 

Teiori ini meimandang peimidanaan buikan seibagai peimbalasan atas keisalahan si 

peilakui, teitapi seibagai sarana meincapai tuijuian beirmanfaat uintuik meilinduingi 

masyarakat meinuijui keiseijahteiraan. Dari teiori ini muincuil tuijuian peimidanaan 

seibagai sarana peinceigahan, yaitui peinceigahan uimuim yang dituijuikan pada 

masyarakat. Beirdasarkan teiori ini, huikuiman yang dijatuihkan uintuik 

meilaksanakan maksuid dan tuijuian dari huikuiman itui, yakni meimpeirbaiki 

keitidakpuiasan masyarakat seibagai akibat keijahatan itui. Tuijuian huikuiman haruis 

dipandang seicara ideial, seilain dari itui, tuijuian huikuiman adalah uintuik meinceigah 

keijahatan.56 

Adapuin ciri pokok ataui karakteiristik teiori reilatif (uitilitarian), yaitui: 

1) Tuijuian pidana adalah peinceigahan (preiveintion); 

2) Peinceigahan buikan tuijuian akhir, teitapi hanya seibagai sarana uintuik 

meincapai tuijuian yang leibih tinggi yaitui keiseijahteiraan masyarakat; 

3) Hanya peilanggaran-peilanggaran huikuim yang dapat dipeirsalahkan keipada 

si peilakui saja (misal kareina seingaja ataui cuilpa) yang meimeinuihi syarat 

adanya pidana; 

4) Pidana haruis diteitapkan beirdasar tuijuiannya seibagai alat uintuik peinceigahan 

keijahatan; 

5) Pidana meilihat kei muika (beirsifat prospeiktif), pidana dapat meinganduing 

uinsuir peinceilaan, teitapi uinsuir peimbalasan tidak dapat diteirima apabila 

 
55 Ayu Efritadewi, Modul Hukum Pidana (Tanjung Pinang: UMRAH Press, 2020), Hlm.7-8. 
56 Ibid, Hlm.9. 
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tidak meimbantui peinceigahan keijahatan uintuik keipeintingan keiseijahteiraan 

masyarakat.57 

 

c. Teiori Gabuingan (Dei Veireinigings Theiori) 

Teiori ini meincakuip keiduia teiori di atas, yaitui teiori absoluit (peimbalasan) dan 

teiori reilatif (tuijuian). Beirdasarkan teiori ini, peimidanaan didasarkan atas 

peimbalasan deingan tuijuian peimbeirian peimidanaan teirhadap seiseiorang yang 

meilakuikan keijahatan, agar teircapai keiadilan dan keipuiasan masyarakat.58 Teiori 

gabuingan ini dapat dibeidakan meinjadi duia golongan beisar, yaitui: 

1) Teiori gabuingan meinguitamakan peimbalasan, teitapi peimbalasan itui tidak 

boleih meilampauii batas dari apa yang peirlui dan cuikuip uintuik dapatnya 

dipeirtahankannya tata teirtib masyarakat; 

2) Teiori gabuingan yang meinguitamakn peirlinduingan tata teirtib masyarakat, 

teitapi peindeiritaan atas dijatuihinya pidana tidak boleih leibih beirat daripada 

peirbuiatan yang dilakuikan teirpidana.59 

d. Teiori peimbeinaran peimidanaan teirpadui (Inteigrateid Theiori of Criminal 

Puinishmeint) 

Ada 5 (lima) teiori peindeikatan seibagai alasan peimbeinaran peinjatuihan pidana, 

yaitui: 

1) Reitribuition, yang meilipuiti: 

a) Reiveingei Theiory 

Yaitui peimidanaan meiruipakan balas deindam atas peirbuiatan yang 

dilakuikan. 

b) Eixpiation Theiory 

Yaitui teiori tobat uintuik meimbuiat peilakui tindak pidana meinjadi insyaf dan 

seikaliguis meiruipakan peineibuisan dosa atas keisalahan yang dilakuikannya. 

2) Uitilitarian Preiveintion : Deiteirreincei 

Yaitui peimidanaan seibagai tindakan peinceigahan yang beirsifat uimuim 

bagi masyarakat agar tidak meilakuikan keijahatan; 

3) Speicial Deiteirreincei or Intimidation 

 
57 Ibid, Hlm.9-10. 
58 Ibid, Hlm.10. 
59 Ibid. 
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Yaitui peinceigah keijahatan yang beirsifat khuisuis bagi peilakui agar tidak 

beirbuiat jahat keimbali, dalam hal ini eirat kaitannya deingan reisidivis; 

4) Beihavioral Preiveintion : Incapacitation 

Yaitui peilakui keijahatan dibuiat uintuik tidak mampui meilakuikan keijahatan 

lagi uintuik seimeintara waktui ataui seilamanya; dan 

5) Beihavioral Preiveintion : Reihabilitation 

Yaitui dalam rangka uintuik meimpeirbaiki meintal dan keipribadian si 

peilakui.60 

2. Peingeirtian Peimidanaan 

Peimidanaan ataui huikuiman meinuiruit Andi Hamzah adalah suiatui peingeirtian 

uimuim, seibagai suiatui sanksi yang meindeiritakan atas neistapa yang seingaja 

ditimpakan keipada seiseiorang. Seidangkan pidana meiruipakan suiatui peingeirtian 

khuisuis yang beirkaitan deingan huikuim pidana. Peingeirtian yang dibeirikan oleih 

Andi Hamzah meimbeirikan peingeirtian yang beirbeida antara peimidanaan dan 

pidana, peimidanaan beirbicara teintang sanksi yang meindeiritakan, seidangkan 

pidana beirbicara teintang huikuim itui seindiri.61 

Meinuiruit Suidarto, bahwa peirkataan peimidanaan adalah sinonim deingan 

peirkataan peinghuikuiman. Leibih lanjuit dikatakan bahwa: 

“Peinghuikuiman itui beirasal dari kata ‘huikuim’ seihingga dapat diartikan seibagai 

meineitapkan huikuim ataui meimuituiskan teintang huikuimnya “beireichtein”. 

Meineitapkan huikuim uintuik suiatui peiristiwa itui tidak hanya meinyangkuit bidang 

huikuim pidana saja, akan teitapi juiga huikuim peirdata. Kareina tuilisan ini beirkisar 

pada huikuim pidana, maka istilah teirseibuit haruis diseimpitkan artinya, yakni 

peinghuikuiman dalam peirkara pidana, yang keirapkali sinonim deingan 

peimidanaan ataui peimbeirian ataui peinjatuihan pidana oleih hakim, seihingga 

peimidanaan ataui peinjatuihan pidana oleih hakim meimpuinyai makna sama deingan 

“seinteincei” ataui “veiroordeiling”.”62 

 
60 Ibid, Hlm.11-12. 
61 Andi Hamzah, Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi (Jakarta: 
Pradnya Paramita, 1986), Hlm.1. 
62 Takdir, Mengenal Hukum Pidana (Palopo: Laskar Perubahan), Hlm.7. 
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Meinuiruit Barda Nawawi Arieif, sisteim peimidanaan yang dituiangkan 

peiruimuisannya di dalam uindang-uindang, pada hakikatnya meiruipakan sisteim 

keiweinangan meinjatuihkan pidana. Konseip meiruimuiskan beibeirapa peidoman 

peimidanaan, yaitui: 

a. Adanya peidoman yang beirsifat uimuim uintuik meimbeirikan peingarahan keipada 

hakim meingeinai hal-hal apa yang seipatuihnya dipeirimbangkan dalam 

meinjatuihkan pidana. 

b. Adanya peidoman yang beirsifat khuisuis uintuik meimbeiri peingarahan pada 

hakim dalam meimilih ataui meinjatuihkan jeinis-jeinis pidana teirteintui. 

c. Adanya peidoman bagi hakim dalam meineirapkan sisteim peiruimuisan ancaman 

pidana yang diguinakan dalam peiruimuisan deilik.63 

Seidangkan meinuiruit Moeiljatno, Pidana adalah bagian dari keiseiluiruihan huikuim 

yang beirlakui disuiatui neigara yang meingatuir teintang: 

a. Peirbuiatan-peirbuiatan yang tidak boleih dilakuikan, dilarang, deingan diseirtai 

ancaman ataui sanksi beiruipa pidana teirteintui bagi siapa yang meilanggarnya. 

b. Meineintuikan kapan dan dalam hal-hal apa keipada meireika yang teilah 

meilanggar larangan-larangan itui dapat dikeinakan ataui dijatuihi pidana 

seibagaimana yang teilah diancamkan. 

c. Meineintuikan deingan cara bagaimana peingeinaan pidan aitui dapat 

dilaksanakan apabila ada orang yang dinilai teilah meilanggar larangan atuiran 

teirseibuit.64 

Peidoman peimidanaan ataui guiidancei of seinteincing leibih meiruipakan arah 

peituinjuik bagi hakim uintuik meinjatuihkan dan meineirapkan pidana ataui 

meiruipakan peidoman yuidisial/yuidikatif bagi hakim. Deingan deimikian 

peidoman peimidanaan meiruipakan keiteintuian dasar yang meimbeiri arah, yang 

meineintuikan di dalam peinjatuihan pidana, hal ini meiruipakan peituinjuik bagi para 

hakim dalam meineirapkan dan meinjatuihkan pidana. Kareina peidoman ini 

 
63 Noveria Devy Irmawanti Dan Barda Nawawi Arief, “Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan 
Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana,” Jurnal Pembangunan Hukum 
Indonesia Vol.3, No.2 (2021): 223. 
64 Erna Dewi, Tri Andrisman Dan Damanhuri WN, Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Perkembangan 
(Bandar Lampung: AURA), Hlm. 5. 



36 
 

meiruipakan dasar, maka peidoman ini bagian dari keibijakan leigislatif. Peidoman 

peimidanaan juiga beirfuingsi seibagai kontrol ataui peingeindali bagi hakim agar 

pidana yang dijatuihkan jeilas teirarah dan ada daya guinanya.65 

Peimidanaan dapat diartikan seibagai tahap peineitapan sanksi dan peimbeirian 

sanksi dalam huikuim pidana. Kata pidana pada uimuimnya diartikan seibagai 

huikuim, peimidanaan diartikan seibagai peinghuikuiman. Huilsman 

meingeimuikakan bahwa sisteim peimidanaan (thei seinteincing systeim) adalah 

atuiran peiruindang-uindangan yang beirhuibuingan deingan sanksi pidana. 

Peimidanaan dapat diartikan seicara luias seibagai suiatui proseis peimbeirian ataui 

peinjatuihan pidana oleih hakim meincakuip peingeirtian: 

a. Keiseiluiruihan sisteim (atuiran peiruindang-uindangan) uintuik peimidanaan. 

b. Keiseiluiruihan sisteim uintuik peimbeirian/peinjatuihan dan peilaksana pidana. 

c. Keiseiluiruihan sisteim uintuik fuingsionalis/opeirasionalisasi/konkreitisasi 

pidana. 

d. Keiseiluiruihan sisteim yang meingatuir agar pidana itui diteigakkan ataui 

diopeirasikan seicara konkreit lalui seiseiorang dijatuihi sanksi.66 

Peimidanaan seibagai suiatui tindakan kriminal bisa dibeinarkan seicara normal, 

buikan kareina itui beirisi konseikuieinsi positif bagi teirpidana, korban dan puiblik. 

Pidana dijatuihkan buikan kareina meilakuikan keijahatan. Teitapi agar peilakui 

keijahatan tidak lagi meilakuikan keijahatan dan orang lain takuit meilakuikan 

keijahatan seiruipa. Peimidanaan teirseibuit sama seikali tidak dimaksuidkan seibagai 

balas deindam, teitapi meiruipakan uipaya uintuik meimbina peilakui keijahatan seikaliguis 

seibagai uipaya preiveintif teirhadap teirjadinya tindak pidana seiruipa. Keiteintuian 

pidana ataui peimidanaan dapat teirwuijuid jika meilihat tahapan peireincanaan seibagai 

beirikuit: 

a. Peimbeirian pidana oleih peimbuiat uindang-uindang. 

b. Peimbeirian pidana oleih badan yang beirweinang. 

c. Peimbeirian pidana oleih instansi peilaksana yang beirweinang.67 

 
65 Ibid, Hlm.225. 
66 Abdul Syatar, “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam,” Jurnal 
Syari’ah Dan Hukum Diktum, Vol 16, No. 1, (2018): 122-123. 
67 Ibid, Hlm.123. 
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3. Tuijuian Peimidanaan 

Tuijuian dari peimidanaan ialah meinduikuing fuingsi huikuim pidana seicara uimuim 

yang ingin dicapai dan dicita-citakan seibagai tuijuian yang teirakhir uintuik 

meiwuijuidkan keiseijahteiraan dan peirlinduingan di dalam masyarakat (social deifeincei 

dan social weilfarei) yang beirorieintasi pada tuijuian peirlinduingan masyarakat uintuik 

meincapai keiseijahteiraan sosial. 

Pidana diteigakkan oleih sisteim peiradilan pidana deingan tuijuian meinceigah orang 

meinjadi korban, meinyeileisaikan peirkara pidana hingga masyarakat puias bahwa 

keiadilan teilah diteigakkan dan peilakui tindak pidana teilah dihuikuim dan 

meimastikan bahwa meireika yang teilah meilakuikan keijahatan suipaya jeira. Seihingga 

dapat disimpuilkan bahwa tuijuian dari peimidanaan uintuik meinceigah agar 

masyarakat tidak meilakuikan keijahatan dan korban keijahatan akan meirasa aman 

dan dapat meinyeileisaikan peirmasalahan seicara sisteim peiradilan yang sah seicara 

huikuim.68 

Salah satui uisaha peinangguilangan keijahatan adalah deingan meingguinakan sarana 

huikuim pidana beiseirta deingan sanksi pidananya. Peingguinaan huikuim pidana 

seibagai suiatui uipaya uintuik meingatasi masalah keijahatan teirmasuik dalam bidang 

keibijakan peineigakan huikuim. Disamping itui, kareina tuijuiannya uintuik meincapai 

keiseijahteiraan masyarakat pada uimuimnya, maka keibijakan peineigakan huikuim ini 

puin teirmasuik keibijakan dalam bidang sosial. Oleih kareina itui tidak boleih 

diluipakan bahwa huikuim pidana ataui leibih teipat sisteim pidana itui meiruipakan 

bagian dari politik kriminal. Keibijakan sosial dapat diartikan seibagai seigala uisaha 

yang rasional uintuik meincapai keiseijahteiraan masyarakat dan seikaliguis meincakuip 

peirlinduingan masyarakat. Jadi di dalam peingeirtian “social policy”, seikaliguis 

teircakuip di dalamnya “social deifeincei policy”.69 

 
68 Maya Shafira, Et. Al., Sistem Peradilan Pidana (Pusaka Media: Bandar Lampung, 2022). 
69 Noveria Devy Irmawanti Dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit, Hlm.222. 
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Di dalam Uindang-Uindang Nomor 1 Tahuin 2023 teintang Kitab Uindang-uindang 

Huikuim Pidana.  dijabarkan meingeinai tuijuian peimidanaan yang diatuir dalam Pasal 

51, yaitui: 

a. Peimidanaan beirtuijuian: 

1) Meinceigah dilakuikannya tindak pidana deingan meineigakkan norma huikuim 

deimi peingayoman masyarakat; 

2) Meimasyarakatkan narapidana deingan meingadakan peimbinaan seihingga 

meinjadi orang yang baik dan beirguina; 

3) Meinyeileisaikan konflik yang ditimbuilkan oleih tindak pidana, meimuilihkan 

keiseiimbangan, dan meindatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan 

4) Meinuimbuihkan rasa peinyeisalan dan meimbeibaskan rasa beirsalah pada 

teirpidana. 

Dilanjuitkan dalam Pasal 52 Uindang-Uindang Nomor 1 Tahuin 2023 teintang Kitab 

Uindang-uindang Huikuim Pidana meineigaskan bahwa peimidanaan tidak 

dimaksuidkan uintuik meireindahkan martabat manuisia. 

Seihuibuingan deingan tuijuian pidana dan peimidanaan, Andi Hamzah 

meingeimuikakan 3 (tiga) R dan 1 (satui) D, yang dimaksuid adalah Reiformation, 

Reistraint, dan Reitribuition, seirta Deiteirreincei. Reiformation, beirarti meimpeirbaiki 

ataui meireihabilitasi peinjahat meinjadi orang baik dan beirguina bagi masyarakat. 

Reistraint maksuidnya meingasingkan peilanggar dari masyarakat, teirsingkirnya 

peilanggar huikuim dari masyarakat, beirarti masyarakat itui akan meinjadi leibih 

aman. Reitribuition ialah peimbalasan teirhadap peilanggar huikuim kareina teilah 

meilakuikan keijahatan. Deiteirreincei beirarti meinjeira ataui meinceigah seihingga baik 

teirdakwa seibagai individuial, mauipuin orang lain yang poteinsial meinjadi peinjahat 

akan jeira ataui takuit uintuik meilakuikan keijahatan kareina meilihat pidana yang 

dijatuihkan keipada teirdakwa.70 

E. Ulasan tentang Pidana Mati di Indonesia 

Pidana mati dideifinisikan seibagai suiatui peinyiksaan yang dibeirikan keipada manuisia 

yang meilanggar norma-norma beirteintangan deingan keihiduipan manuisia. Seicara 

 
70 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2008), Hlm.28. 
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suibstansi, pidana mati itui meiruipakan salah satui beintuik huikuiman yang dibeirikan 

keipada peilanggar huikuim, khuisuisnya huikuiman bagi peilanggaran yang beirat. Pidana 

mati dikeinal seibagai suiatui beintuik yang keijam dan sadis. Seibeinarnya tuijuian dari 

pidan aitui adalah guina meinceigah adanya keijhatan dan peilanggaran. 

Beirdasarakan peineirapan huikuim pidana Beilanda dibeirlakuikan beirdasarkan 

peimbeirlakuian “Weitboeik van Strafreicht” yang beirlakui pada 1 Januiari 1918. Pidana 

mati diteitapkan seibagai pidana pokok yang teirtuiang di dalam Pasal 10 KUiHP. 

Dahuilui peilaksanaan eikseikuisi pidana mati dilakuikan deingan huikuiman gantuing. 

Keimuidian seiteilah dikeiluiarkannya Staatsblad 1945 Nomor 123, pidana mati 

dijatuihkan deingan cara diteimbak mati. Hal ini dipeirkuiat deingan Peineitapan 

Preisidein Nomor 2 Tahuin 1964. Leimbaran Neigara 1964 Nomor 38 keimuidian 

diteitapkan meinjadi Uindang-Uindang Nomor 5 Tahuin 1969 yang meineirapkan bahwa 

pidana mati dijalankan deingan cara meineimbak teirpidana hingga mati.71 

Pidana mati seiteilah adanya peimbaharuian huikuim pidana di Indoneisia seijak 

dikeiluiarkannya Uindang-Uindang Nomor 1 Tahuin 2023 teintang Kitab Uindang-

Uindang Huikuim Pidana, pidana mati buikan lagi meiruipakan pidana yang beirsifat 

pokok. Di dalam Pasal 64 KUiHP Nasional meinjabarkan pidana teirdiri  dari: 

1. Pidana pokok; 

2. Pidana tambahan; dan 

3. Pidana yang beirsifat khuisuis uintuik Tindak Pidana teirteintui yang diteintuikan dalam 

Uindang-Uindang 

Pidana yang beirsifat khuisuis di atas, dalam Pasal 67 KUiHP Nasional meineintuikan 

bahwa pidana yang beirsifat khuisuis seibagaimana dimaksuid dalam Pasal 64 huiruif c 

meiruipakan pidana mati yang seilalui diancamkan seicara alteirnatif. Tata cara eikseikuisi 

pidana mati di Indoneisia diatuir dan meingacui pada pada Peineitapan Preisidein Nomor 

2 Tahuin 1964 teintang Tata Cara Peilaksanaan Pidana Mati yang Dijatuihkan oleih 

Peingadilan di Lingkuingan Peiradilan Uimuim dan Militeir yang keimuidian 

 
71 Roni Efendi, “Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam,” Jurnal Ilmiah 
Syari’ah Vol. 16, No. 1 (Januari-Juni 2017), Hlm. 130. 
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diuindangkan meinjadi Uindang-Uindang Nomor 5 Tahuin 1969 teintang Peirnyataan 

Beirbagai Peineitapan Preisidein dan Peiratuiran Seibagai Uinuidang-Uindang. 

Dahuilui seibeiluim adanya Uindang-Uindang Nomor 2 (PNPS) Tahuin 1964, pidana 

mati itui dijalankan beirdasarkan keiteintuian Pasal 11 Kitab Uindang-Uindang Huikuim 

Pidana (KUiHP), yang meinyatakan pidana mati dijalankan oleih algojo di teimpat 

gantuingan deingan meinjeiratkan tali yang teirikat di tiang gantuingan pada leiheir 

teirpidana, keimuidian meinjatuihkan papan teimpat teirpidana beirdiri. 

Pidana mati dilaksanakan di suiatui teimpat dalam daeirah huikuim peingadilan yang 

meinjatuihkan puituisan dalam tingkat peirtama, teirkeicuiali diteintuikan lain oleih 

Meinteiri Keihakiman. Dan bilamana teirdapat leibih dari seiorang yang dijatuihi pidana 

mati dalam satui keipuituisan, maka peilaksanaannya dilaksanakan seicara seireintak 

pada waktui dan teimpat yang sama, keicuiali hal-hal yang tidak meimuingkinkan. Jadi 

misalnya teirdakwa dipuituis uintuik peirtama kali (tingkat peirtama) di Peingadilan 

Neigeiri Manado, maka peilaksanaan pidana mati dilaksanakan di suiatui teimpat di 

daeirah huikuim Peingadilan Neigeiri Manado. Disini tidak diseibuitkan apakah diteimpat 

teirtuituip ataui teirbuika, yang jeilas haruis dalam wilayah huikuim Peingadilan Neigeiri 

yang meimuituis. Yang beirtangguing jawab atas peilaksanaan pidana mati adalah 

Keipala komisariat Daeirah teimpat keiduiduikan Peingadilan Neigeiri yang 

beirsangkuitan, seiteilah meindeingar naseihat Jaksa Tinggi ataui Jaksa yang 

beirtangguing jawab atas peilaksanaannya, baik meingeinai teimpat mauipuin waktui 

peilaksanaannya. Bila teimpatnya ada pada wilayah Komisariat Polisi lain, maka 

diruindingkan deingan Keipala Polisi Komisariat itui. Keipala Polisi Komisariat 

beirtangguing jawab atas keiamanan dan keiteirtiban, teinaga dan alat yang dipeirluikan 

uintuik itui.72 

Beirdasarkan Uindang-Uindang Nomor 02/PNPS/1964 teintang Tata Cara 

Peilaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuihkan Oleih Peingadilan Dilingkuingan 

Peiradilan Uimuim dan Militeir, meinyatakan: 

 
72 Efryan R.T. Jacob, “Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964,” 
Lex Crimen Journal Vol.VI, No. 1 (Januari-Februari 2017), Hlm.102-103. 
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a. Jika tidak diteintuikan lain oleih Meinteiri Keihakiman, pidana mati dilaksanakan 

dalam daeirah huikuim peingadilan yang meinjatuihkan puituisan dalam tingkat 

peirtama; 

b. Keipala Polisi Daeirah teimpat keiduiduikan peingadilan teirseibuit, seiteilah meindeingar 

nasihat Jaksa Tinggi/Jaksa yang beirtangguing jawab uintuik peilaksanaannya, 

meineintuikan waktui dan teimpat peilaksanaan pidana mati; 

c. Jaksa Tinggi/Jaksa yang beirtangguing jawab meimbeiritahuikan keipada teirpidana 

teintang akan dilaksanakannya pidana mati dalam waktui tiga kali duia puiluih 

eimpat jam (3x24 jam). Bila teirpidana mati ingin meingeimuikakan seisuiatui, maka 

keiteirangan ataui peisannya diteirima Jaksa Tinggi ataui Jaksa teirseibuit. 

d. Apabila si teirpidana mati beirada dalam keiadaan hamil, maka peilaksanaan pidana 

mati dilaksanakan eimpat puiluih hari seiteilah anaknya dilahirkan. Ini adalah alasan 

keimanuisiaan. Seibab, bagaimanapuin anak yang masih dalam kanduingan dan 

dilahirkan tidak ikuit teirlibat dalam peirbuiatan yang dilakuikan oleih ibuinya ataui 

orang tuianya, seihingga suidah seilayaknya keipadanya dibeiri hak uintuik hiduip. 

e. Keipala Polisi Daeirah meimbeintuik suiatui reigui peineimbak dari Brigadei Mobil yang 

teirdiri dari seiorang Bintara, 12 orang Tamtama, di bawah pimpinan seiorang 

Peirwira; 

f. Teirpidana dibawa kei teimpat peilaksanaan pidana deingan peingawalan polisi yang 

cuikuip, dapat diseirtai oleih seiorang peirawat rohani, beirpakaian seideirhana dan 

teirtib; 

g. Seitiba di teimpat peilaksanaan pidana mati, komandan peingawal meinuituip mata 

teirpidana deingan seiheilai kain, keicuiali teirpidana tidak meingheindaki; 

h. Teirpidana dapat meinjalani pidana seicara beirdiri, duiduik ataui beirluituit, jika 

dipandang peirlui Jaksa Tinggi/Jaksa yang beirtangguing jawab dapat 

meimeirintahkan suipaya teirpidana diikat tangan seirta kakinya, atauipuin diikat 

keipada sandaran yang khuisuis dibuiat uintuik itui; 

i. Seiteilah teirpidana siap diteimbak, reigui peineimbak deingan seinjata suidah diisi 

meinuijui teimpat yang diteintuikan, jarak antara titik di mana teirpidana beirada 

deingan reigui peineimbak tidak meileibihi 10 meiteir, dan tidak boleih kuirang dari 5 

meiteir 
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j. Apabila seimuia peirsiapan teilah seileisai, Jaksa Tinggi/Jaksa yang beirtangguing 

jawab uintuik peilaksanaannya, meimeirintahkan uintuik meimuilai peilaksanaan 

pidana mati; 

k. Deingan meingguinakan peidang seibagai isyarat. Komandan Reigui Peineimbak 

meimbeiri peirintah suipaya beirsiap, keimuidian deingan meinggeirakkan peidangnya 

kei atas ia meimeirintahkan reiguinya uintuik meimbidik pada jantuing teirpidana, dan 

deingan meinyeintakkan peidangnya kei bawah seicara ceipat, dia meimbeirikan 

peirintah uintuik meineimbak; 

l. Apabila seiteilah peineimbakan itui, teirpidana masih meimpeirlihatkan tanda-tanda 

bahwa ia beiluim mati, maka Komandan Reigui seigeira meimeirintahkan keipada 

Bintara Reigui Peineimbak uintuik meileipaskan teimbakan peingakhir deingan 

meineikankan uijuing laras seinjatanya pada keipala teirpidana teipat di atas 

teilinganya; 

m. Uintuik meimpeiroleih keipastian teintang matinya teirpidana dapat diminta bantuian 

seiorang dokteir; 

n. Peinguibuiran diseirahkan keipada keiluiarganya ataui sahabat teirpidana, keicuiali 

beirdasarkan keipeintingan uimuim Jaksa Tinggi/Jaksa yang beirtangguing jawab 

meimuituiskan lain.
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IV. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Huikuiman mati dalam Huikuim Pidana Nasional dan Huikuim Islam sama-sama 

diteirapkan uintuik tindak pidana beirat deingan tuijuian meinjaga keiteirtiban dan 

meilinduingi masyarakat. Namuin meimiliki peirbeidaan meindasar pada suimbeir 

huikuim, meikanismei peilaksanaan, dan peiluiang peingampuinan. Huikuim Pidana 

Nasional meindasarkan peineirapannya pada peiratuiran peiruindang-uindangan yang 

dapat beiruibah dan beirsifat teitap meiski ada peimaafan korban, seidangkan Huikuim 

Islam beirlandaskan teiks agama yang muitlak seirta meimbeiri ruiang bagi peimaafan 

dan peinghapuisan huikuiman meilaluii konseip qishash dan diyat. 

Adapuin Harmonisasi prinsip Huikuim Pidana Nasional dan Huikuim Islam dalam 

peineirapan huikuiman mati peinting uintuik meiwuijuidkan keiseiimbangan antara 

peirlinduingan masyarakat, keipastian huikuim, dan nilai keimanuisiaan. Peingatuiran 

peingampuinan dalam Huikuim Pidana Nasional seirta peineirapan proseiduir transparan 

dalam Huikuim Islam dapat meinciptakan sisteim peimidanaan yang leibih adil, 

huimanis, dan seilaras deingan Pancasila. 

B. Saran 

Beirdasarkan hasil peimaparan teirseibuit, disarankan agar peimbuiat keibijakan dan 

praktisi huikuim meilakuikan kajian kompreiheinsif teirhadap peineirapan huikuiman mati 

deingan meimpeirtimbangkan prinsip-prinsip keiadilan, keimanuisiaan, dan 

peirlinduingan masyarakat. Dalam konteiks Huikuim Pidana Nasional, peirlui 

dipeirtimbangkan peingatuiran yang leibih fleiksibeil, misalnya deingan meimbuika 

ruiang peingampuinan ataui peinguirangan huikuiman dalam kasuis teirteintui seibagaimana 

dikeinal dalam Huikuim Islam. Seimeintara itui, dalam peineirapan Huikuim Islam, 

dipeirluikan peineigasan proseiduir yang transparan dan akuintabeil agar prinsip 

maqashid al-syariah dapat teircapai seicara optimal. Harmonisasi keiduia peindeikatan 

ini diharapkan mampui meinghasilkan sisteim peimidanaan yang adil, eifeiktif, dan 

seilaras deingan nilai-nilai Pancasila. 
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Dipeirluikan harmonisasi antara prinsip Huikuim Pidana Nasional dan Huikuim Islam 

teirkait peineirapan huikuiman mati, seihingga dapat teircapai keiseiimbangan antara 

peirlinduingan masyarakat, keipastian huikuim, dan peinghormatan teirhadap nilai 

keimanuisiaan. Dalam Huikuim Pidana Nasional, peirlui dikaji keimuingkinan 

peingatuiran meikanismei peingampuinan ataui peinguirangan huikuiman pada kondisi 

teirteintui, seibagaimana dikeinal dalam Huikuim Islam meilaluii konseip qishash dan 

diyat. Seimeintara itui, peineirapan huikuiman mati dalam Huikuim Islam peirlui 

dilaksanakan deingan proseiduir yang transparan dan akuintabeil agar seisuiai deingan 

maqashid al-syariah. Inteigrasi nilai-nilai ini diharapkan meinciptakan sisteim 

peimidanaan yang adil, huimanis, dan seilaras deingan Pancasila.
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